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ABSTRAK 

 
Skripsi yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik Desa Sukolilo Barat 

Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, ini memfokuskan kajian pada dua 

permasalahan pokok. Pertama, bagaimana proses manajemen pelayanan publik 

yang ada di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Bangkalan. Kedua, seperti 

apa kinerja aparatur pemerintahan Desa Sukolillo Barat dalam melakukan proses 

pelayanan publik. 

Penelitian ini menekankan pada observasi langsung terjun ke lapangan 

untuk melakukan penggalian data dengan cara wawancara serta didukung oleh 

sumber referensi literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk 

menggambarkan seluruh objek penelitian. Informan ditentukan secara purposive 

sampling dimana informan yang dipillih benar-benar mengetahui terkait dengan 

materi penelitian. Adapun informasi dalam penelitian ini sebagai sumber data 

primer meliputi Kepala Desa Sukolilo Barat, petugas pemerintahan Desa, dan 

masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pelayanan, serta sumber data 

sekunder yang didapat dari kajian kepustakaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen pelayanan 

publik yang ada di Desa Sukolillo Barat sudah cukup baik. Pemerintah Desa telah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan dan undang-undang 

yang ada. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu adanya kriteria yang menunjukkan 

apakah suatu pelayanan yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zaithaml 

mengemukakan ada 5 dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur 

kualitas pelayanan publik yaitu sebagai berikut: a) tangible atau bukti fisik, b) 

realiable atau kehandalan, c) responsiveness atau ketanggapan, d) assurance atau 

jaminan dan kepastian, e) empaty atau rasa peduli. Dari lima kriteria tersebut rata-

rata semua dipenuhi oleh Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. Namun ada aspek 

yang kurang diperhatikan oleh aparatur pemerintahan yaitu aspek kedisipinan, 

dimana para petugas sering terlambat datang ke kantor dan pulang sebelum 

waktunya, hal ini yang menjadikan proses pelayanan sedikit terkendala. 

 

 

 

Kata Kunci: Manajemen, Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik yang berada di pusat maupun daerah, 

dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berbentuk pelayanan 

barang maupun pelayanan jasa. Di era modern seperti sekarang ini masyarakat 

semakin terbuka dengan informasi sehingga menjadikan masyarakat semakin 

kritis terhadap segala hal, tak terkecuali terhadap pelayanan publik dimana 

masyarakat sebagai penerima pelayanan. Oleh karena itu, negara harus mampu 

memberikan dan mengarahkan seluruh kegiatan pelayanan dalam mencapai tujuan 

yakni pelayanan negara terhadap seluruh rakyatnya.
1
 

Aparatur pemerintah seharusnya tidak lagi bersikap sebagai penguasa, 

akan tetapi harus bersikap ramah dan melayani masyarakat dengan baik karena 

memang pada hakekatnya pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat. Segala 

bentuk kegiatan pemerintah dan pembangunan harus dikelola secara transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Perhatian masyarakat terhadap 

pengelolaan administrasi publik semakin meningkat, masyarakat menginginkan 

pemerintahan dan kepemimpinan terselenggara dengan baik, hal ini sangat wajar 

dan memang seharusnya pemerintahan dikelola dengan seabaik mungkin, 

seharusnya hal ini dapat direspon oleh pemerintah dengan melakukan 

perubahahan dan mengarahkan pada tujuan terbentuknya pemerintahan yang baik. 

                                                           
1
 Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hal. 

105 
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Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, 

maka tuntutan akan adanya good governance semakin kuat, serta merupakan 

bentuk perhatian masyarakat terhadap perubahan dan kemajuan tempat tinggal 

mereka agar tidak tertinggal oleh arus globalisasi yang begitu cepat.
2
 

Didalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, daerah dibagi menjadi 

dua bagian yaitu daerah besar dan kecil, sedangkan bentuk dan struktur 

pemerintahan terendahnya adalah tingkat desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, 

pemerintahan desa merupakan sub sistem pemerintahan yang berada langsung 

dibawah pemerintahan kabupaten. Berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan 

tergantung pada pemerintahnya itu sendiri. Dengan lahirnya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentang Otonomi Daerah, maka memberikan suatu 

legitimasi atas otonomi yang ada pada desa. Dalam hal ini pemerintah juga 

membuat undang-undang mengenai pemerintah desa, salah satunya adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya 

menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
 

Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah Tahun terdapat pada Bab XIII bagian kesatu tentang 

                                                           
2
 Ahmad Imanuddin, Zainal Hidayat, Analisis Kepuasan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor 

Di Samsat Kota Semarang II, (Semarang: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 3 
3
 Joni Suwarno, “Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK di Desa 

Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). Jurnal Ilmu Politik dan 

Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012, 184. 
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pelayanan publik dan asas penyelenggaraannya adalah Pemerintah Desa wajib 

menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan 

asas: kepentingan umum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 

persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, kepastian hukum, partisipatif 

keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan dan ketepatan waktu, fasilitas dan perlakuan 

khusus bagi kelompok rentan, kemudahan dan keterjangkauan.
4
 

Desa dan kelurahan merupakan instansi pemerintahan yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat mewakili pemerintahan pusat dalam hal pemberian 

pelayanan. Standarisasi pelayanan harus dipenuhi oleh pemerintah desa dan 

kelurahan supaya pelayanan terlaksana dengan efektif dan efisien serta 

memperbaiki citra negatif di masyakat. Namun yang terjadi dilapangan, pelayanan 

yang diberikan oleh desa maupun kelurahan tidak semua berjalan secara 

maksimal. Masih banyak ditemui pelayanan yang dilakukan tidak sesuai dengan 

apa yang diharapkan, tidak memiliki standarisasi pelayaanan, dan dilakukan 

semaunya sendiri oleh aparatur desa. Hal semacam ini tidak diketahui dan tidak 

dikontrol ketat oleh pengambil kebijakan diatasnya, sehingga terkesan pelayanan 

publik ditingkat desa dibiarkan berjalan mengikuti alur dan mekanisme arus lokal 

dimasing-masing daerah (desa/dusun) tanpa adanya standar aturan yang 

universal.
5
 

                                                           
4
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH. 
5
Abdul Chalik, Laporan Survey Kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Desa: The Sunan Giri Award 

Tahun 2016, (Gresik: SAGAF 2016), hal 21-22. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

Namun, pada kenyataannya masih banyak aparatur desa melaksanakan 

tugasnya tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, 

pelayanan yang diberikan masih jauh dari kata memuaskan. Sebagaimana yang 

terjadi di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. 

Aparatur desa menganggap remeh tugasnya sebagai pelayan masyarakat, 

mereka sering terlambat dalam bertugas bahkan sering tidak ada ditempat 

ketika dibutuhkan masyarakat untuk mengurus sesuatu, sehingga masyarakat 

kesulitan untuk menyelesaikan urusannya dan tentunya kecewa terhadap 

pelayanan yang diberikan. Hal ini terjadi karna disebabkan oleh tidak adanya 

sarana tempat untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa dalam hal 

ini balai desa. Pusat pemerintahan desa ditempatkan dirumah pribadi kepala 

desa, ditambah lagi ketika terjadi pergantian kepala desa, secara otomatis pusat 

pemerintahan desa akan berpindah dirumah kepala desa terpilih. 

Hal ini dinilai tidak efektif karna akan membuat masyarakat 

kebingungan, terlebih jika masyarakat tidak mengetahui rumah kepala desa 

yang baru, maka dapat dipastikan ketika masyarakat ingin mengurus sesuatu 

akan terkendala. Selain itu tidak adanya pusat pemerintahan yang tetap 

berdampak pada kinerja aparatur, mereka bekerja tidak maksimal, sering tidak 

ada ditempat ketika jam kerja, bahkan sulit ditemui. 

Menurut pengamatan penulis pelayanan publik yang diberikan di Desa 

Sukolilo Barat belum maksimal, masih lambatnya pengerjaan suatu layanan 

seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), dimana Kartu Keluarga yang 

notabene merupakan kartu identitas keluarga yang berisi tentang nama, 
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susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yag 

harus dimiliki oleh setiap keluarga. Biaya yang harus dikeluarkan tidak jelas, 

waktu yang lama serta masalah lainnya yang merugikan masyarakat. 

Perlu diketahui bahwa penulis melakukan pengamatan untuk penulisan 

skripsi pada Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, 

karena Desa Sukolilo Barat merupakan salah satu Desa dari 12 (dua belas) Desa 

yang ada di Kecamatan Labang yang tidak memiliki balai desa. Oleh karena 

terdapat 12 (dua belas) Desa yang tidak memiliki balai desa, maka penulis 

berasumsi bahwa dengan melakukan pengamatan pada Desa Sukolilo Barat sudah 

mewakili desa-desa yang lain di Kecamatan Labang. Sebagaimana diketahui pula 

bahwa seluruh desa yang ada di kecamatan Labang memiliki karakterisitik yang 

sama bila dilihat dari kebudayaan, bahasa, agama serta berbagai macam tata cara 

kehidupan lainnya. 

Selain hal-hal yang terurai di atas, Desa Sukolilo Barat menarik bagi 

penulis untuk menjadi objek pengamatan dalam skripsi ini, karena letak Desa 

Sukolilo Barat berada jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan, tepatnya posisi 

desa Sukolilo Barat berada di pesisir Selatan pulau Madura, sementara Pusat 

pemerintahan Kecamatan Labang cukup jauh. Oleh karena jarak antara Desa 

Sukolilo Barat dengan pusat pemerintahan Kecamatan Labang cukup jauh, sudah 

jelas perhatian dan pengawasan kinerja aparatur pemerintahan Desa Sukolilo 

Barat kurang terpantau dengan baik. Dengan kondisi jauh jarak dan kurangnya 

perhatian serta pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan Desa, maka 
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akan menimbulkan dampak bagi masyarakat Desa Sukolilo yang membutuhkan 

bantuan administrasinya. 

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Managemen Pelayanan Publik desa 

Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pelayanan publik di desa Sukolilo Barat Kecamatan 

Labang? 

2. Apa dampak manajemen pelayanan publik terhadap kinerja aparatur desa 

Sukolilo Barat Kecamatan Labang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk memahami manajemen pelayanan publik di desa Sukolilo Barat 

Kecamatan Labang. 

2. Untuk menjelaskan dampak manajemen pelayanan publik terhadap kinerja 

aparatur desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, setidaknya penulis 

membagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritik, penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan 

bagi para mahasiswa, peneliti, politisi, maupun masyarakat secara umum 

sebagai wawasan pengetahuan dan keilmuan khususnya terkait dengan politik 

pemerintahan desa dan dinamika aktor yang berperan di dalamnya. 

2. Manfaat Praktis: Sedangkan dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah 

desa dan diharapkan bisa menjadi referensi serta sebagai salah satu rujukan 

dasar dalam melaksanakan pelayanan publik. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Indra Merev Waani tentang Kinerja Birokrasi 

Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama 

mengkaji tentang kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. Persamaan 

lainnya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sama-sama mengkaji tentang pengukuran kinerja aparat Desa diukur dari 

produktifitas kerja, ketaatan aparat dan kedisiplinan. Namun dalam penelitian 

yang akan peneliti lakukan hanya berfokus pada pelayanan publik tanpa 

adanya balai desa. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama 
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menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini 

adalah di Desa Kauneran, Kecamatan Sonder, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti berada di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, 

Kabupaten Bangkalan.  

2. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ayok Fatnuriawan (2014) tentang Kinerja Aparatur 

Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa 

Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji 

tentang kinerja dalam pelayanan publik di pemerintah desa. Metode yang 

digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam 

penelitian ini adalah di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Kabupaten 

Kediri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Desa 

Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang 

lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah ada 

mengkaji tentang peningkatan mutu pelayanan publik, sedangkan peneliti akan 

meneliti tentang pengukuran kinerja aparat Desa diukur dari produktifitas 
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kerja, ketaatan aparat dan kedisiplinan dan menganalisis kepuasan masyarakat 

dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. 

3. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Patar Rumampea tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam 

Pelayanan Publik di Kampung Kiliarma, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

sama-sama mengkaji tentang kinerja dalam pelayanan publik, namun penelitan 

yang akan peneliti lakukan berfokus pada kinerja aparatur desa tanpa adanya 

balai desa. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang 

kajiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kampung Kiliarma, 

Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti berada di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, 

Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang 

kajiannya, jika penelitian yang sudah ada mengkaji tentang pengukuran 

kinerja aparat Desa dalam pelayanan publik diukur dari efektifitas dan efisensi 

pelayanan, sedangkan peneliti akan meneliti tentang pengukuran kinerja aparat 

Desa diukur dari produktifitas kerja, ketaatan aparat dan kedisiplinan dan 

menganalisis kepuasan masyarakat dilihat dari kualitas pelayanan yang 

diberikan.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti terdiri 

dari beberapa bab antara lain: 

Bab pertama: pada bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka konseptual, penelitian relevan, kerangka teori, dan metode penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

Bab dua: pada bab yang kedua ini berisi tentang tinjauan pustaka atau 

teori-teori yang terkait dengan masalah yang ada pada penelitian. 

Bab tiga: pada bab tiga berisi metode yang digunakan dalam penelitian 

yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, penentuan informan, 

teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

Bab empat: pada bab yang keempat berisi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, dalam hal ini Desa Sukolilo Barat serta penyajian data temuan 

lapangan, baik temuan terkait dengan manajemen pelayanan publik maupun 

proses pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa. 

Bab lima: pada bab yang kelima atau bab yang terakhir berisi bagian 

penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian dan juga penulis memberikan 

jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran konstruktif terkait penelitian 

yang dimaksud. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. MANAJEMEN 

1. Pengertian Manajemen 

Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta pasti mempunyai 

rancangan atau kerangka dasar sebagai acuan untuk melakukan kegiatan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Kerangka tersebut 

meliputi kepemimpinan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan 

pendanaan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Semua komponen tersebut berada pada posisi yang 

seimbang dalam lingkaran manajemen dan sistem yang ada sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Organisasi ibarat batang tubuh, sedangkan yang 

menjadi penggerak dari batang tubuh tersebut adalah manajemen. Manajemen 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan terus berkembang 

serta semakin baik.
6
 

Manajemen adalah merupakan suatu kerangka atau proses yang 

membutuhkan pengarahan atau bimbingan dari suatu sekelompok orang 

untuk menuju kearah tujuan-tujuan organisasional. Manajemen meliputi 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu-

individu dengan ikut berkontribusi dengan cara menyumbangkan upaya 

terbaiknya melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tindakan tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka 

                                                           
6
Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 8-9. 
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lakukan, bagaimana cara melakukannya, serta memahami bagaimana mereka 

melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang mereka 

lakukan.
7
 

James A.F. Stoner, menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari 

upaya-upaya yang dilakukan oleh para personil organisasi dan penggunaan 

sumber daya-sumber daya lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Hampir sama dengan Stoner, R.W. Griffin, juga 

mengatakan manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup 

perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan serta 

pengendalian yang mengarah pada sumber daya organisasi (tenaga kerja, 

fisik, informasi, dan keuangan) yang bertujuan untuk mencapai sasaran atau 

tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Sementara itu Mary 

Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan orang lain, artinya tidak 

dikerjakan sendiri. Menurut Mary, seorang manajer dalam mencapai tujuan-

tujuan organisasi membutuhkan orang lain untuk melaksanakan berbagai 

pekerjaannya yang diatur sedemikian rupa. Semua tugas-tugasnya tidak 

dikerjakan sendiri oleh manajer. 
8
 

Pendapat sedikit berbeda disampaikan oleh Luther Gulik, ia 

mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) 

yang mencoba untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja 
                                                           
7
 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 19.  

8
 Ais Zakiyudin, Teori dan Praktek Manajemen: Sebuah Konsep yang Aplikatif Disertai profil 

Wirausaha Sukses, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 9. 
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bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih 

bermanfaat bagi orang lain.9  

Sedangkan Shafritz dan Russel menjelaskan bahwa manajemen adalah 

terkait dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi 

dan proses menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada seperti manusia dan mesin untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.
10

 Sementara itu Donovan dan Jackson 

mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang dilakukan pada 

tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian tugas dan rangkaian 

keterampilan (skill).
11

 

Dari berbagai pendapat ahli yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah rangkaian kegiatan atau proses 

yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan 

pengawasan dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.  

2. Fungsi Manajemen 

Koontz mengelompokkan manajemen kedalam lima fungsi yakni:
12

 

a. Planning (perencanaan) 

                                                           
9
 Ibid, 10 

10
 Shafritz, Jay.M. dan E. W. Russel, Introducing Publik Administration, (New York, N. Y: Longman, 

1997), 20. 
11

 Donovan dan Jackson, dalam Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: 
Konsep, Teori dan Isu, (Yogyakarta: Gaya Media, 1991), 11-12. 
12

 Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 4-5. 
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Suatu proses pengembangan dari tujuan-tujuan organisasi serta 

memilih strategi (serangkaian tindakan) untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut. 

b. Organizing (pengorganisasian) 

Suatu proses penghubungan antara karyawan dengan pekerjaannya 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian mencakup 

pembagian tugas antara individu dan kelompok, serta mengkoordinasikan 

aktivitas individu dan kelompok, dan juga pengorganisasian mencakup 

penetapan kewenangan manajerial. 

c. Staffing (pengisian staff) 

Suatu proses dimana karyawan yang memiliki kompetensi 

mumpuni dipastikan dapat dipilih serta dikembangkan demi tercapainya 

tujuan perusahaan. Selain penyusunan staf serta manajemen sumber daya 

manusia yang efektif, staffing juga mencakup penciptaan iklim kerja 

yang memuaskan bagi karyawan. 

d. Leading (memimpin) 

Suatu proses dimana seorang pemimpin memberikan motivasi 

kepada anggota atau karyawannya dalam suatu aktivitas hubungan kerja 

(task related activities) agar mereka dapat bekerja dengan harmonis dan 

sukarela dalam mencapai tujuan peruasahaan. 
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e. Controlling (pengendalian) 

Suatu proses dimana pemimpin memastikan terciptanya kinerja 

yang efisien dalam lingkungan perusahaannya untuk mencapai tujuan 

perusahan. 

Sementara itu George Terry membagi fungsi manajemen menjadi 

empat bagian yaitu: 

a. Planning (perencanaan) 

Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Planning juga 

mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam 

pemilihan alternatif-alternatif.  

Dalam planning diperlukan juga kemampuan visualisasi 

(menyampaikan gagasan dalam bentuk gambar atau diagram) dan 

kemampuan melihat kedepan guna merumuskan langkah yang akan 

dilakukan pada masa mendatang. 

b. Organizing (pengorganisasian) 

Proses pengelompokan, pembagian dan penyusunan aktifitas-

aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur 

semua sumber daya yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga 

pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan baik dan 

mencapai keberhasilan. 
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c. Actuating (pelaksanaan) 

Merupakan usaha membangkitkan, mendorong, serta 

menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa, agar mereka mau 

berusaha dengan keras secara sukarela untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan bersama. 

d. Controlling (pengawasan) 

Merupakan pengawasan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan 

menjamin bahwa segala kegiatan tersebut mengarah pada sasaran, 

sehingga apa yang direncanakan sebelumnya dapat dicapai. 

Sedangkan James A.F. Stoner menyebutkan fungsi manajemen ada 

empat yaitu: 

a. Planning (perencanaan) 

Sebelum melakukan kegiatan-kegiatan pengorganisasian, manajer 

terlebih dahulu memikirkan dan merencanakan apa yang akan dituju. Jadi 

apa yang mereka kerjakan bukan asal tebak saja, tapi berdasarkan suatu 

cara dan rencana yang telah difikirkan sebelumnya. 

b. Organizing (pengorganisasian) 

Selanjutnya para manajer mengatur atau mengkoordinir sumber 

daya yang dimiliki organisasi termasuk manusia dan mesin. Suatu 

organisasi dapat berjalan dengan efektif tergantung pada kemampuan 

seorang manajer menggerakkan sumber daya yang ada dalam mencapai 

tujuannya. Semakin terarahnya pekerjaan yang dilakukan, tentu akan 

menghasilkan organisasi yang semakin efektif. 
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c. Leading (memimpin) 

Kemampuan para manajer mempengaruhi dan mengarahkan 

karyawannya untuk mau bekerjasama secara sukarela dan juga 

menciptakan suasana tepat bagi karyaannya. Manajer juga membantu 

karyawannya bekerja sebaik mungkin demi tercapainya tujuan 

perusahaan. 

d. Controlling (pengendalian) 

Para manajer melakukan pengawasan serta memastikan bahwa 

organisasi bergerak dalam arah tujuan yang benar. Apabila salah satu 

bagian dari organisasi bergerak pada arah yang salah, manajer berusaha 

mencari penyebabnya lalu kemudian mengarahkannya kembali pada arah 

tujuan yang benar. 

Jika diperhatikan dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh para 

ahli diatas terkait dengan fungsi-fungsi manajemen, ada tiga hal utama yang 

menjadi persamaan dari berbagai pendapat tersebut yaitu: planning, 

organizing dan controlling. Hal ini menunjukan bahwa sebuah organisasi 

membutuhkan manajemen yang matang untuk mewujudkan atau mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam setiap organisasi membutukan sebuah proses manajemen. 

Organisasi publik secara teori maupun paraktik berkaitan erat dengan proses 

manajemen publik. Organisasi publik dibentuk sebagai public service atau 

untuk kepentingan publik dan masyarakat, oleh karena itu organisasi publik 

harus dikelola dengan manajemen publik. Menurut Safroni proses 
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manajemen itu sendiri merupakan suatu siklus yang mana jika prosesnya 

berkualitas maka akan berimplikasi terhadap kinerja dan akan menghasilkan 

perbaikan yang berkelanjutan. Kinerja yang baik akan berdampak pada 

output yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan. 

Kinerja yang baik tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang baik, 

berkualitas dan berkompeten. Siklus manajemen seperti inilah yang menjadi 

“metabolisme” terhadap organisasi agar dapat menghasilkan organisasi yang 

sehat.
13

 

Dari proses manajemen itulah akan berdampak kepada kinerja aparatur. 

Proses manajemen yang dilakukan akan menjadi baik atau tidak itu semua 

tergantung kepada pemimpinnya. Secara prinsip, manajemen dibuat oleh 

pemimpin lalu kemudian dilaksanakan oleh aparatur dalam penyelenggaraan 

organisasi. Aparatur menyelenggarakan proses manajemen sesuai dengan apa 

yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin. Semuanya berjalan secara 

berkelanjutan sesuai dengan tugas yang diberikan demi tercapainya tujuan 

yang diharapkan bersama. Suksesnya sebuah organisasi bergantung pada pola 

kerja sama yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi.
14

 

3. Standar Manajemen yang Efektif 

Manajemen yang efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dapat dikatakan efektif apabila 

dalam realisasinya mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan dan fungsi-

                                                           
13

 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 9. 
14

 Ibid, 10. 
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fungsi manajemen berhasil menggerakkan operasi dalam organisasi dengan 

baik.
15

 

Manajemen yang efektif artinya sebuah pengelolaan yang mencapai 

hasil tepat guna dan membawa pengaruh terhadap unsur-unsur yang terlibat 

didalamnya. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila segenap sumber daya 

yang ada memiliki tujuan yang sama sebagai kesatuan organisasi, memiliki 

arah dan langkah yang sama.
16

 

Untuk menciptakan manajemen yang efektif dibutuhkan unsur atau 

komponen yang harus dipenuhi. Adapun unsur-unsur tersebut menurut 

George R. Terry adalah sebagai berikut:
17

 

a. Man (sumber daya manusia) 

Manusia mempunyai peranan yang begitu penting dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan, karena yang menjalankan semua program 

yang telah dirancang dan direncanakan adalah manusia. Oleh karena itu 

manajer tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan yang diingikan tanpa 

adanya sumber daya manusia. Sedangkan pemimpin atau manajer itu 

dalam mencapai hasil yang diharapkan tidak mungkin melakukannya 

sendiri, melainkan melalui orang lain. 

 

 

                                                           
15

 http://mimieconomy.blogspot.com/2015/06/pentingnya-manajemen-manajemen-efektif.html. 
Diakse pada tanggal 17 November 2019, jam 10:12. 
16

 https://www.kompasiana.com/ropiyadi19360/5d767959097f3672580327f2/membangun-
manajemen-yang-efektif?page=1. Diakses pada tanggal 17 November 2019, jam 09:40. 
17

 Effandi, Onong Ucyana, Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), 11. 

http://mimieconomy.blogspot.com/2015/06/pentingnya-manajemen-manajemen-efektif.html
https://www.kompasiana.com/ropiyadi19360/5d767959097f3672580327f2/membangun-manajemen-yang-efektif?page=1
https://www.kompasiana.com/ropiyadi19360/5d767959097f3672580327f2/membangun-manajemen-yang-efektif?page=1
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b. Money (Uang) 

Uang merupakan sarana manajemen yang dibutuhkan dalam 

organisasi. Dalam melakukan setiap kegiatan atau program tentunya 

membutuhkan biaya (uang) agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. 

Penggunaan biaya (uang) ini harus dikelola dengan sebaik mungkin agar 

tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar dan terkesan boros. 

c. Material (Bahan) 

Yang dimaksud dengan material atau bahan dalam konteks 

manajemen diartikan sebagai data dan informasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen serta dalam pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer untuk mencapai 

tujuan. 

d. Machines (Mesin) 

Mesin merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melaksanakan 

proses kegiatan manajemen yang berupa teknologi seperti komputer, 

mesin cetak, alat komunikasi, dan lai-lain sebagai alat bantu. 

e. Methods (Metode) 

Metode merupakan sebuah cara yang digunakan dalam 

manajamen. Setiap aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan pasti 

memerlukan metode atau cara yang efektif dan efisien agar tujuan yang 

diharapkan bisa dicapai. Namun, metode yang digunakan harus sesuai 
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dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, supaya metode 

tersebut tepat sasaran. 

f. Market (Pasar) 

Pasar merupakan salah satu unsur manajemen yang penting, 

terutama bagi perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk 

mencari keuntungan atau laba. Karena pasar merupakan tempat untuk 

mendistribusikan barang-barang yang sudah dihasilkan. 

Dari semua komponen yang terdapat dalam manajemen, sumber daya 

manusia merupakan komponen yang paling penting, karena berhasil atau 

tidaknya suatu manajemen bergantung pada kemampuan manajer untuk 

menggerakkan dan mendorong anggota-anggotanya menuju arah tujuan yang 

akan dicapai. Oleh karena begitu pentingnya komponen manusia dalam 

manajemen melebihi komponen lainnya, maka dapat dikatakan bahwa 

manajemen itu merupakan proses sosial yang mengatasi segala-galanya. 

B. PELAYANAN PUBLIK 

1. Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan publik secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu 

pelayanan dan publik. Pelayanan adalah kegiatan melayani yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan landasan 

tertentu dimana tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang 

melayani dan yang dilayani, bergantung pada kemampuan pemberi layanan 

dalam memenuhi harapan pelanggan. Sedangkan publik adalah sekumpulan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 

 

 

 

manusia yang memiliki pemikiran, harapan, perasaan, sikap dan tindakan 

yang sama berdasarkan nilai norma-norma yang mereka miliki. 

Sedangkan dalam aspek terminologi pelayanan publik adalah segala 

bentuk pelayanan yang berupa barang maupun jasa publik yang menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan ditingkat pusat 

maupun daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18

 

Menurut Agung Kurniawan, pelayanan publik adalah memberikan 

pelayanan terhadap keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan terhadap organisasi tersebu sesuai dengan tata cara dan aturan 

pokok yang telah ditetapkan.
19

 

Sementara itu Sinambella, menyatakan pelayanan publik adalah setiap 

kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga 

masyarakat yang mempunyai kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

berupa suatu produk secara fisik.
20

 

Sedangkan definisi pelayanan publik menurut KEPMENPAN Nomor 

63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

                                                           
18

 Abdul Chalik dan muttaqin Habibullah, Pelayanan Publik Tingkat Desa, (Yogyakarta: Interpena, 
2015), 22.  
19

 Weni Indrawati dkk, Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik kepada 
Masyarakat di Desa Tanggulangin, (Bandar Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Lampung, 2017), 3. 
20

 Musdalipa, Anwar Parawangi dan Ihyani Malik, Kualitas Pelayanan Publik di Kantor desa Parigi 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Jurnal Administrasi Publik, Volume 3 Nomor 1, 
April 2017, 49. 
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pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.
21

 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik.
22

 

Adapun ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 yang tercantum pada pasal 5, menyebutkan “ruang 

lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik 

serta pelayanan administratif”.
23

 Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, 

pekerjaan dan usaha, pengajaran, komunikasi dan informasi, lingkungan 

hidup, tempat tinggal, kesehatan, jaminan sosial, perbankan, perhubungan, 

energi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

Pemerintah harus memenuhi ruang lingkup tersebut secara baik, 

maksimal dan akuntabel, sehingga hak masyarakat dalam menerima 

pelayanan yang baik dapat terpenuhi dan masyarakat merasa puas. Pelayanan 

publik yang diberikan tidak hanya berupa bentuk secara fisik saja, tetapi juga 

secara nilai seperti perilaku, sikap dan penerimaan dari petugas pemberi 

layanan menjadi hal yang sangat penting dalam pelayanan publik. Kepuasan 

                                                           
21

 Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik (Yogyakarta: Calpulis, 2017), 107. 
22

 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 21. 
23

 https://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf. 
diakses pada tanggal 23 November 2018, jam 08:15. 

https://bphm.unila.ac.id/images/bphm/doc/UU-No-Thn-2009-ttg-Pelayanan-Publik.pdf
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masyarakat tidak hanya didapat melalui cepatnya proses pelayanan, 

mudahnya akses pelayanan, dan hal yang berbentuk fisik lainya, tetapi juga 

terletak pada sikap, etika dan kebaikan yang diberikan aparatur dalam 

pemberian layanan.
24

 

2. Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik ada unsur-unsur yang 

harus dipenuhi agar aktifitas pelayanan publik tersebut menjadi pelayanan 

publik yang berkualitas. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

a. Sistem, Metode dan Prosedur. Artinya dalam stiap penyelenggaraan 

pelayanan publik harus ada sistem informasi, metode dan prosedur yang 

jelas demi kelancaran dalam proses pemberian pelayanan. 

b. Personil atau aparatur yang bertugas memberikan pelayanan. Dalam hal ini 

yang menjadi titik penting adalah sikap aparatur. Maksudnya adalah dalam 

memberikan pelayanan, aparatur pemerintah harus bersikap profesional, 

disiplin dan terbuka terhadap setiap kritik, saran dan nasehat yang 

diberikan oleh masyarakat. 

c. Sarana dan prasarana. Artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dibutuh peralatan dan fasilitas sebagai sarana untuk menjalankan 

pelayanan yang berbentuk fisik seperti ruang kerja, ruang tunggu, 

komputer, mesin cetak, tempat parkir, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas 

lainnya. 
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 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 24. 
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d. Masyarakat, dalam penyelenggaraan pelayanan harus ada pihak yang 

dilayanani, dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat sebagai pihak 

yang dilayani sangatlah heterogen atau beraneka ragam, baik dari latar 

belakang pendidikannya, sosial, ekonomi, maupun sifatnya. 
25

 

Sementara itu Bharata menyebutkan ada empat unsur penting yang 

terdapat dalam proses pelayanan publik antara lain: 

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang memberikan suatu layanan terhadap 

konsumen atau pelanggan, baik layanan tersebut berbentuk barang 

maupun berupa jasa. 

b. Penerima layanan, yaitu pihak yang dilayani yang selanjutnya disebut 

sebagai konsumen atau pelanggan yang menerima berbagai layanan dari 

pihak penyedia layanan. 

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang disediakan oleh pemberi layanan yang 

kemudian diberikan kepada pihak penerima layanan. 

d. Kepuasan pelanggan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

mempunyai tujuan utama yaitu kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. 

Jadi, aparatur yang bertugas memberikan layanan harus mengacu pada 

tujuan utama tersebut. Tingkat kepuasan pelanggan biasanya sangat erat 

kaitannya dengan satandar kualitas barang atau jasa yang mereka terima. 

Oleh sebab itu tujuan utama dari pelayanan publik ini harus benar-benar 

diperhatikan dan dilakukan.
26
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 Abdul Chalik dan muttaqin Habibullah, Pelayanan Publik Tingkat Desa, (Yogyakarta: Interpena, 
2015), 24. 
26

 Neneng Siti Maryam, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, Jurnal Ilmu 
Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 1, Juni 2016, 8-9. 
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3. Asas-asas Pelayanan Publik 

Didalam KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003, ada enam asas pelayanan publik 

antara lain: 

a. Transparansi 

Artinya dalam memberikan layanan harus bersifat transparan atau terbuka 

dan mudah diakses oleh semua pihak terutama pihak penerima layanan. 

Pelayanan harus disediakan secara memadai mudah dimengerti  

b. Akuntabilitas 

Pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan peraturan yang tertuang dalam perundang-undangan. 

c. Kondisional 

Artinya pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efektivitas dan efesiensi. 

d. Partisipasif 

Artinya masyarakat didorong untuk ikut berperan aktif dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, agar proses pelayanan menjadi 

seimbang antara pemberi dan penerima layanan. Selain itu pemberi 

layanan harus juga memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

e. Kesamaan Hak 

Pemberi layanan harus bersikap adil kepada seluruh pelanggan atau 

penerima layanan. Artinya tidak ada diskriminatif yang membedakan 
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kelompok, golongan, suku, ras, agama, gender yang dilakukan oleh 

aparatur, semuanya mempunyai hak yang sama yaitu hak mendapatkan 

pelayanan yang baik dan maksimal. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Selain ada hak yang harus diberikan, ada juga kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak pemberi maupun penerima layanan, 

dan keduanya harus seimbang.
27

 

4. Prinsip Pelayanan Publik 

Pelayanan publik mempunyai tujuan untuk memuaskan dan 

memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau 

pelanggan sebagai penerima layanan. Untuk bisa mencapai itu semua 

diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat 

prinsip-prinsip pelayanan publik, anatara lain: 

a. Kesederhanaan, artinya prosedur pelayanan dibuat sesederhana mungkin, 

tidak berbelit-belit agar mudah dipahami dan mudah dilakukan. 

b. Kejelasan. Ada tiga poin yang mencakup masalah kejelasan ini, yaitu: 

1) Persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi baik secara teknis 

maupun administratif. 
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 KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik, 
https://peraturan.bkpm..go.id/jdih/userfiles/batang/MENPAN_63_2003.pdf. Diakses pada 
tanggal 24 November 2018, jam 08:27. 
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2) Petugas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam memberikan 

pelayanan dan menyelesaikan keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

3) Rincian biaya yang harus dikeluarkan dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu. Yaitu penyelesaian sebuah pelayanan harus dapat 

diselesaikan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi. Produk layanan yang diberikan kepada pelanggan harus sesuai, 

benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan. Dalam proses pemberian pelayanan dan produk yang 

diberikan harus membawa rasa aman dan kepastian hukum bagi 

penerimanya. 

f. Tanggung jawab. Aparatur pemerintah atau petugas yang ditunjuk untuk 

menyelenggarakan pelayanan publik yang harus bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik sarana dan prasarana harus lengkap demi kelancaran proses 

pelayanan publik semisal ruang kerja, peralatan kerja, dan sarana 

penunjang lainnya seperti teknologi, telematika, dan informatika 

(telematika) dan yang lainnya. 

h. Kemudahan akses. Yaitu lokasi atau tempat yang digunakan untuk 

penyelenggaraan pelayanan mudah dijangkau dan sarana pelayanan yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 

 

 

 

memadai, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informatika. 

i. Kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan. Aparatur yang bertugas 

memberikan layanan harus mampu bersikap sopan santun, ramah, 

menjaga etika serta bekerja dengan disiplin dan ikhlas, karena itu semua 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

j. Kenyamanan. Lingkungan atau tempat terlaksananya pelayanan harus 

ditata dengan rapi, tertib, teratur, bersih serta dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang lainnya seperti ruang tunggu yang nyaman, toilet, tempat 

parkir, tempat ibadah, dan lain sebagainya agar pelanggan merasakan 

suasana yang nyaman saat melakukan proses pelayanan. 

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 pasal 3, tujuan pelayanan 

publik adalah sebagai berikut: pertama, terpenuhinya batasan dan hubungan 

yang jelas tentang hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan semua 

pihak yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik; kedua, 

terpenuhinya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; ketiga, 

terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; keempat, terpenuhinya kepastian hukum dan 

perlindungan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
28

 

Pasal ini menekankan pada aspek pemberian kepastian hukum kepada 

masyarakat sebagai penerima pelayanan. Dengan terwujudnya prinsip-prinsip 
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pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-

undangan, memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang memberikan 

pelayanan serta kepada pihak yang menerima pelayanan. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah dan masyarakat 

mempunyai hak dan kewajiban sebagai koridor yang membatasi dan 

mengatur jalannya pelayanan publik tersebut. 

Setiap kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik harus mempunyai 

standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian dan dipublikasikan 

kepada penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang 

ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus ditaati oleh 

pemberi dan penerima pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:
29

 

a. Prosedur Pelayanan, yakni prosedur yang terdapat dalam 

penyelenggaraan pelayanan yang diberlakukan dan harus ditaati oleh 

pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian, artinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

ada batas waktu penyelesaian yang ditentukan sejak awal pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

c. Biaya pelayanan, yakni tarif/biaya termasuk rinciannya yang telah 

ditetapkan dan harus dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan publik. 
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 Abdul Chalik dan muttaqin Habibullah, Pelayanan Publik Tingkat Desa, (Yogyakarta: Interpena, 
2015), 28-29. 
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d. Produk pelayanan, yakni hasil dari pelayanan baik berupa barang 

maupun jasa yang harus diberikan oleh pemberi layanan kepada 

penerima layanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana, artinya sarana dan prasarana pelayanan harus 

tersedia dengan baik dan memadai, agar pelanggan atau masyarakat 

merasa nyaman ketika melakukan proses pelayanan. 

f. Kompetensi aparatur pemberi pelayanan, artinya petugas pemberi 

pelayanan harus mempunyai kemampuan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, perilaku, 

dan sikap yang dibutuhkan. 

Sementara itu menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara), standar 

pelayanan meliputi:
30

 

a. Waktu penyelesaian, artinya berkaitan dengan kecepatan pelayanan yang 

diberikan. Semakin tinggi kebutuhan manusia terhadap aspek pelayanan 

publik, maka kecepatan waktu pelayanan menjadi utama dalam 

pemberian pelayanan. 

b. Standar biaya, artinya dalam menerima sebuah layanan ada biaya/tarif 

yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Tentunya masyarakat berharap 

biaya yang harus dikeluarkan bisa terjangkau dan murah.  

c.  Standar persyaratan dan prosedur pelayanan, untuk bisa mendapatkan 

pelayanan ada persyaratan dan prosedur pelayanan yang harus dipenuhi 

oleh penerima layanan. Jika keduanya sudah terpenuhi dan dijalankan 
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 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 39-41. 
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dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka 

pelayanan akan mudah didapatkan. 

d. Dasar hukum, hal ini juga penting sebagai pengetahuan bagi masyarakat. 

Dasar hukum pelayanan minimal harus mudah ditemui oleh masyarakat 

pada titik sentral pelayanan. Pemahaman dasar hukum dalam hal 

pemberian pelayanan sangsat penting sebagai pembelajaran bagi 

masyarakat. 

Adanya standarisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi 

barometer tercapainya tujuan dari pelayanan publik itu sendiri. Standarisasi 

tersebut merupakan standar atau ukuran pelayanan minimal, bahwa dalam 

memberikan pelayanan, penyelenggara harus memenuhi unsur-unsur standar 

minimal yang telah ditentukan, jika memungkinkan pelayanan yang diberikan 

dilakukan sebaik mungkin. 

5. Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien 

Dalam melakukan aktivitas atau kegiatan, setiap organisasi 

memerlukan efektivitas atau efektif sebagai unsur pokok, untuk mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kata efektif berasal 

dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang 

dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berarti bahwa sasaran atau 

tujuan dapat dicapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya melalui proses kegiatan.
31
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tanggal 15 November 2019, jam 08 : 34 wib. 
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Efektivitas berbeda dengan efisiensi, keduanya memiliki makna 

yang berbeda meskipun dalam berbagai penggunaannya kata efisiensi 

lekat dengan kata efektivitas. Efesiensi mempunyai arti perbandingan 

antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan 

dengan pencapaian tujuan. Sebagian besar orientasi dalam penelitian 

terkait dengan efektivitas, tumpuan akhirnya adalah pencapaian tujuan. 

Chester I. Barnard mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan 

yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian tujuan itu 

menunjukkan tingkat efektivitas.
32

 

Sedangkan Emerson yang dikutip Handayaningrat menyebutkan 

efektivitas adalah pengukuran terhadap tercapainya suatu tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan 

bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka hal itu 

dapat dikatakan efektif.
33

 Namun, apabila tujuan atau sasaran tersebut 

tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaaan tersebut tidak 

dapat dikatakan efektif. Semantara itu Sondang P. Siagian, menyebutkan 

bahwa efektivitas berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah 

pelaksanaan suatu pekerjaan tercapai sesuai dengan yang telah 

direncanakan sebelumnya.
34
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 James L. Gibson, dkk, Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, dan Prose, (Jakarta: 
Erlangga, 1994), 27. 
33

 Soewarno Hadayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Manajemen, (Jakarta: Gunung Agung, 
1994), 16. 
34

 Sondang P. Siagian, Bunga Rampai Manajemen Modern, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), 151. 
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Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat 

dilihat bahwa efektivitas lebih ditekankan pada tujuan yang ingin dicapai 

oleh sebuah organisasi. Jadi apabila sebuah organisasi dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut 

telah mencapai efektivitas. Dengan demikian pada hakekatnya efektivitas 

berorientasi pada tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

Moenir, mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan dalam berbagai 

kegiatan atau usaha yang bersifat jasa adalah pelayanan. Jadi apabila ingin 

mencapai tujuan pelayanan yang telah ditetapkan, maka pelayanan yang 

diberikan harus efektif. Jika pelayanannya efektif maka masyarakat akan 

merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan dan tujuan pelayanan 

yang telah ditetapkan akan tercapai.
35

 

Selain itu, pemerintah ingin mencapai efektifitas dalam 

memberikan pelayanan, agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan 

yang didapatkan. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang telah 

direncanakan sebelumnya merupaka hal yang mendasari efektifitas. Maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pelayanan publik merupakan 

pencapaian suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah atas 

pelayanan administrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

mutu pelayanan: tangibles, responsiveness, reability, competence, 

credibility, courtesy, security, acces, communication, understanding.
36
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 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), vii. 
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Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tercapainya sebuah tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya atau dengan kata lain suatu 

target dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut 

Sedarmayanti, ukuran efektivitas antara lain sebagai berikut:
37

 

a. Input, merupakan segala sesuatu yang dimasukan kedalam 

sistem. Input merupakan dasar dari segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Input yang ada 

dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

instansi terkait seperti ruang server, material (bahan buku) 

berupa data-data yang diperlukan yang akan diolah menjadi 

sebuah informasi. 

b. Proses produksi, bisa dilihat dari adanya komunikasi sebagai 

suatu proses yang memfokuskan pada interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat, seperti pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan sasaran yang 

tepat dan mengidentifikasikan cara untuk mencapai tujuan. 

c. Output (hasil), merupakan komponen sistem yang berupa 

berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh 

komponen pengolahan. Hasil yang dimaksud merupakan 

perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output), 

hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang 
                                                           
37

 Katrina, Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten TANA TORAJA, (Makassar: Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), 14. 
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dihasilkan berupa pelayanan prima yang diberikan oleh instansi 

terkait. 

d. Produktivitas, merupakan suatu ukuran atas penggunaan 

sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan 

sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya 

yang digunakan. Produktivitas dapat dilihat dari pendidikan, 

yang dianggap penting karena untuk membentuk dan 

mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini 

diperlukan suatu motivasi sebagai pendorong aktivitas untuk 

mencapai kebutuhan masyarakat dan perlu adanya teknologi 

serta sarana produksi yang tepat dan maju sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas. 

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, untuk mengukur 

efektivitas kerja dari organisasi dalam memberikan sebuah pelayanan, ada 

beberapa kriteria yang dapat digunakan, antara lain:
38

 

a. Faktor waktu 

Maksudnya adalah kecepatan dan ketepatan waktu dalam 

pemberian pelayanan kepada pelanggan. Namun, antara satu 

orang dengan orang lain dalam hal cepat tidaknya atau tepat 

tidaknya pelayanan yang diberikan menggunakan ukuran yang 

berbeda. Terlepas dari itu semua, yang jelas waktu merupakan 
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 Sondang P. Siagian, Manajemen Modern, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1987), 60. 
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salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai salah satu 

ukuran efektivitas. 

b. Faktor kecermatan 

Maksudnya adalah ketelitian dalam pemberian pelayanan kepada 

pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan penilaian 

yang rendah atau bahkan memberikan penilaian yang buruk 

apabila dalam memberikan pelayanan sering terjadi kesalahan, 

meskipun pelayanan diberikan dalam waktu yang cepat. 

c. Faktor gaya pemberian pelayanan 

Maksudnya adalah kebiasaan atau cara dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan yang dilakukan oleh pemberi 

layanan. Gaya atau cara yang dilakukan oleh aparatur dalam 

memberikan pelayanan, bisa saja tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pelanggan. Jika berbicara tentang suatu hal 

yang menyangkut kesesuaian, maka hal itu tidak terlepas 

kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang dipegang teguh oleh 

orang yang bersangkutan. 

Jadi dapat ditarik kesimpulkan bahwa efektivitas pelayanan merupakan 

pokok utama yang menentukan berhasil tidaknya sebuah organisasi dalam 

melakukan suatu kegiatan atau program demi tercapainya target yang telah 

ditentukan sebelumnya. Suatu program yang dilaksanakan perlu dilakukan 

penilaian apakah telah mencapai efektivitas atau tidak, untuk mengetahui 

sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. 
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Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Jika dilihat dari pengertian tersebut, maka efektivitas merupakan 

gambaran dari seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada 

hasil dari sebuah organisasi, kegiatan atau program yang menyatakan sejauh 

mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Oleh karena itu 

apabila tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai 

sesuai dengan rencana dan mampu meberikan hasil, manfaat dan dampak yang 

diinginkan, maka organisasi tersebut telah mencapai efektivitas.
39

 

C. PEMERINTAHAN DESA 

1. Pengertian Desa 

Jauh sebelum terbentuknya bangsa Indonesia, Desa merupakan cikal bakal 

terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah. Desa merupakan satu kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang 

bersifat istimewa dan sebagai konsekuensi logisnya, desa mempunyai kekayaan 

berupa harta benda dan bangunan, serta dapat melakukan perbuatan hukum 

perdata yang dapatut dan dituntut di pengadilan.
40

 

Desa secara etimologis berasal dari Bahasa sansekerta yaitu “swadesi” 

yang mempunyai arti tempat, wilayah atau bagian yang mandiri dan otonom. 

Mashuri Maschab mengatakan, apabila berbicara tentang desa, maka setidaknya 

ada tiga macam pengertian atau penafsiran. Pertama, pengertian secara sosiologis, 
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 Katrina, Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten TANA TORAJA, (Makassar: Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), 29-30. 
40

 HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), 3. 
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yaitu desa digambarkan sebagai suatu bentuk komunitas penduduk atau satu 

kesatuan masyarakat yang menetap dan tinggal dalam suatu lingkungan atau 

wilayah, dimana satu sama lain saling mengenal dengan baik dan corak 

kehidupannya relatif homogen atau relatif sama scara sifat, perilaku dan 

karakteristiknya, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam 

pengertian ini, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana. 

Pada umumnya masyarakat di desa menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian, memiliki adat atau tradisi yang kuat serta ikatan sosial yang tinggi, 

mempunyai sifat yang jujur dan bersahaja, tingkat pendidikannya relatif rendah 

dan lain sebagainya. 

Kedua, pengertian secara ekonomi, sebagai suatu lingkungan masyarakat, 

desa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bergantung pada apa 

yang disediakan oleh alam di sekitarnya, atau dengan kata lain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat desa mengandalkan dari hasil pertanian, 

perkebunan dan hasil laut bagi masyarakat pesisir pantai. Dalam pengertian yang 

kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, pengertian secara politik, 

dimana selain sebagai suatu wilayah atau tempat tinggal bagi masyarakat, desa 

juga merupakan sebuah organisasi pemerintahan atau kekuasaan yang mempunyai 

wewenang secara politik karna desa termasuk bagian dari pemerintahan negara. 

Dalam pengertian ketiga ini desa dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat 
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hukum yang mempunyai wewenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri 

atau otomi desa.
41

 

Dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”, H.A.W. Widjaja 

mengatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat isrimewa. 

Mengenai Pemerintahan Desa, landasan pemikirannya adalah keanekaragaman, 

otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan 

pemerintah, sehingga desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan 

Perermusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada 

Bupati.
42

 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

desa, disebutkan dalam pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
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 Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 329-
330. 
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 H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3. 
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yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 

(pasal 1 ayat 6). 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah disebutkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

pasal 1 ayat 1 menegaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan 

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia (pasal 1 ayat 2). 

Dari berbagai pengertian tentang Desa yang telah disebut diatas, dapat 

ditarik kesimpulan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batasan-batasan wilayah dan mempunyai wewenang untuk mengurus 

dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang dihormati dan diakui dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dalam konteks politik, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, 

mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan berwenang untuk 

mengurus dirinya sendiri dan yang sudah dimilikinya sejak kesatuan masyarakat 

hukum itu terbentuk dan bukan hasil pemberian orang atau pihak lain. Inilah yang 

menjadi asal-usul mengapa desa disebut mempunyai otonomi asli, yang berbeda 

dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, keresidenan dan provinsi yang 

memperoleh otonominya dari Pemerintahan Pusat atau pemerintahan Nasional. 

2. Kewenangan Desa 

Pada mulanya kewenangan desa merupakan bagian dari politik 

desentralisasi dan otonomi daerah, namun sekarang berubah menjadi rekognisi 

dan subsidiaritas. Kewenangan desa mencakup kewenangan di bidang 

pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul, dan adat istiadat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kewenangan 

desa mencakup: (a) kewenangan lokal berskala desa, (b) kewenangan 

berdasarkan hak asal-usul, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan (d) 

kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau 

pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
43

 

Desa mengatur dan mengurus sendiri apa yang menjadi kewenangan 

desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa. Desa 

                                                           
43

 Sirajuddin dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, (Malang: Setara Press, 2016), 341 
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juga mengurus pelaksanaan kewenanagan tugas lain yang ditugaskan oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota 

diurus.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi sumber 

dana dalam menyelenggarakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal berskala desa. Selain dari APB Desa yang menjadi sumber 

pendanaan, desa juga bisa didanai oleh APBN dan APBD. Apabila 

penyelenggaraan kewenangan desa merupakan tugas yang diberikan oleh 

pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan mendanai melaui APBN yang 

dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui 

satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Apabila pemerintah daerah yang 

memberikan tugas penyelenggaraan kewenangan desa, maka sumber dananya 

adalah APBD.
44

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, 

kewenangan desa mencakup:
45

 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 

hak asal-usul desa. 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni 

urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan 

pelayanan masyarakat. 

                                                           
44

 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2015), 214-215. 
45

 Lihat Pasal 7 PP No. 72 tahun 2005. 
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c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota. 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan. 

3. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pemerintah Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah 

Desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan menurut 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang terdapat pada pasal 2 

menyebutkan baghwa struktur organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri 

atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. 

b. Sekretariat Desa 

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretariat Desa dan dibantu oleh 

unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) 

urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan 

perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan 

perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh 

Kepala Urusan. 
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c. Pelaksana Kewilayahan 

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 

pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 

3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi 

pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta 

seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh 

Kepala Seksi. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala 

desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana 

kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana 

kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta 

memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah 

kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas 

kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh kepala 

dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan 

Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi social budaya 

masyarakat setempat. 

d. Pelaksana Teknis 

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 

pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 

(tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi 

pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta 
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seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh 

kepala seksi. 

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa disebutkan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang 

memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai 

berikut: 

1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan 

permasalahan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 

kependudukan, dan penataan dan pengelolaan. 

2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

desa, dan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. 

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti partisipasi masyarakat, 

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, keagamaan, 

ketenagakerjaan, dan sosial budaya masyarakat. 
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4) Pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan keluarga, pemuda, 

karang taruna, olah raga, ekonomi, politik, lingkungan hidup serta 

tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya. 

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

b. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 

Desa, yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sekretaris desa 

mempunyai fungsi: 

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi surat 

menyurat, arsip, tata naskah dan ekspedisi. 

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 

desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 

rapat, perjalanan dinas, pengadministrasian asset, inventarisasi, dan 

pelayanan umum. 

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan 

kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa 

lainnya. 

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
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dalam rangka pembangunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan. 

c. Pelaksanaan Kewilayahan  

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya mempunyai kedudukan 

sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala 

Desa dalam pelaksanaan tugasnya dan wilayahnya. Untuk melaksanakan 

tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi: 

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan 

pengelolaan wilayah. 

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dan menjaga lingkungannya. 

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

d. Pelaksana Teknis 

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala 

seksi mempunyai tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 

operasional. Untuk melaksanakan kepala seksi mempunyai fungsi: 

1) Kepala seksi pemerintahan berfungsi sebagai pelaksana manajemen 

tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, 

penataan dan pengelolaan wilayah, pembinaan masalah pertanahan, 
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pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pendataan dan 

pengelolaan profil Desa. 

2) Kepala seksi kesejahteraan berfungsi sebagai pelaksana 

pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda, karang taruna, olah raga dan tugas sosialisasi serta motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik. 

3) Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan 

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian 

nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

 

D. KINERJA APARATUR DESA 

1. Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

performance yang mengandung arti masukan (entries). Menurut Sinambela 

dalam Hayat, kinerja adalah kegiatan melaksanakan suatu pekerjaan dan 

menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya, 

sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai.
46

 

Sedangkan Prawirosentono, mengungkapkan kinerja merupakan hasil 

dari pekerjaan yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

                                                           
46

 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 58. 
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sebuah organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab, serta tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan norma-norma yang ada. 

definisi tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja merupakan pekerjaan 

yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan 

nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Kinerja merupakan output yang 

dihasilkan dari tujuan tertentu sesuai dengan yang diharapkan bersama. 

Kinerja menjadi bagian yang satu antara seseorang dengan pekerjaannya.
47

 

Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha 

untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. 

Lexie mengungkapkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja dalam 

melaksanakan perintah atau tugas, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji 

serta proses tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan serta kesiapan 

menanggung segala resiko dan konsekuensi. Menurut Simanjuntak, kinerja 

merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 

Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kinerja masing-masing individu. Istilah pekerja berasal dari kata job 

performance atau aktual performance yaitu prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.
48

 

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance, yang berasal dari 

kata to perform yang mempunyai arti melakukan kegiatan sesuai dengan 

tanggung jawab dengan hasil seperti yang diinginkan, sedangkan arti 

performance adalah thing to do atau sesuatu yang dikerjakan. Kinerja 
                                                           
47

 Ibid, 59. 
48

 https://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/jurnaleksklutif/article/viewFile/17169/16716. diakses 
pada tanggal 25 November 2018, jam 21:10 wib 

https://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/jurnaleksklutif/article/viewFile/17169/16716
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merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai 

tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, 

merupakan suatu hal yang penting untuk mengadakan penilaian terhadap 

kinerja dalam sebuah organisasi. Mengenai kinerja organisasi Bastia dalam 

Tankilisan, menjelaskan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya 

mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi tersebut.
49

  

2. Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo, pengukuran kinerja sektor publik adalah 

merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer dalam 

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non 

finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian 

organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward 

and punishment system. 

Organisasi publik atau pemerintah diharapkan dapat mengetahui kinerja 

dalam suatu periode tertentu melalui pengukuran kinerja ini. Program 

organisasi publik atau pemerintah dapat diukur dan dievaluasi dengan adanya 

sistem pengukuran kinerja. melalui pengukuran kinerja, setiap organisasi bisa 

diperbandingkan dengan organisasi yang sejenis, sehingga penghargaan dan 

tindakan disiplin dapat dilakukan secara objektif.
50

 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, juga dijelaskan tentang penilaian kinerja yang terdapat pada pasal 38 
                                                           
49

 S. Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005), 175. 
50

 https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/.../Bab%202.pdf?. 
Diakses pada tanggal 25 November 2018, jam 21: 35. 

https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/.../Bab%202.pdf
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dinyatakan bahwa: a) penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian 

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, dan b) penilaian 

kinerja sebagaimana dimaksud ayat (a) dilakukan dengan menggunakan 

indicator kinerja berdasarkan standar pelayanan. Perintah dari undang-undang 

tersebut tentu tidak cukup hanya dimaknai secara tekstual saja, melainkan 

akan mencukupi jika dilihat muatan lain yang tidak tersurat dalam teks 

tersebut. 

Dengan adanya kewajiban melakukan penilaian atas kinerja pelayanan 

publik, diantara aspek-aspek fundamental yang ingin diungkapkan adalah 

dimensi akuntabilitas pemberian pelayanan, untuk melihat sejauh mana 

kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan bisa terpenuhi dari sisi 

kuantitas dan kualitas pelayanan, serta untuk kepentingan perbaikan atau 

untuk peningkatan pelayanan tersebut di masa depan. Ini sejalan dengan 

pandangan bahwa pelayanan publik merupakan sebuah kebutuhan yang 

dinamis, karena itu penilaian kinerja terhadap penyelenggaraannya memang 

mesti dilakukan secara berkala, sehingga upaya-upaya merespon 

perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayani dapat terekam pula 

secara berkala.
51

 

Membandingkan antara realita dan standar yang ada merupakan hakikat 

dari pengukuran kinerja. Oleh karena itu, Joko Widodo menyebutkan dalam 

melakukan penilaian kinerja ada empat cara yakni: (a) membandingkan antara 

rencana dan realisasi, (b) realisasi tahun ini dengan tahun lalu, c) 

                                                           
51

 Abdul Talib Mustafa, Kemitraan dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), 143. 
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membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis (bench-marking), (d) 

membandingkan antara realisasi dengan standarnya. Sementara itu, sistem 

pengukuran kinerja organisasi merupakan suatu kerangka dasar untuk 

akuntabilitas dan pengambilan keputusan dengan unsur-unsur utamanya 

yaitu: (a) perencanaan dan penetapan tujuan, (b) pengembangan cara 

pengukuran yang sesuai (relevan), (c) pelaporan hasil secara formal, dan (d) 

pemanfaatan informasi. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi dan 

mewujudkan visi organisasi.
52

 

Selanjutnya, secara garis besar terkait dengan alat pengukuran kinerja, 

diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu; pertama, tipe penilaian yang 

dipersyaratkan; dengan penilaian relatif dan penilaian absolut. Penilaian 

relatif merupakan penilaian yang memperbandingkan kinerja seseorang 

dengan orang lain dalam jabatan yang sama. Penilaian model ini akan 

menghasilkan peningkatan kinerja antarpegawai dalam kelompok pekerjaan. 

Sedangkan penilaian absolut merupakan penilaian dengan menggunakan 

standar penilaian kinerja tertentu. Kedua, fokus pengukuran kinerja dengan 3 

model, yaitu; penilaian kinerja berfokus pada perilaku, berfokus pada sifat 

(trait), dan berfokus pada hasil.
53

 

                                                           
52

 Joko Widodo, Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 
95. 
53

 https://jispar.files.wordpress.com/.../kinerja-aparatur-pemerintahan-desa-dalam-pengelolaan-
administrasi-desa.pdf. Diakses pada tanggal 27 November 2018, jam 09:20. 

https://jispar.files.wordpress.com/.../kinerja-aparatur-pemerintahan-desa-dalam-pengelolaan-administrasi-desa.pdf
https://jispar.files.wordpress.com/.../kinerja-aparatur-pemerintahan-desa-dalam-pengelolaan-administrasi-desa.pdf
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Sementara itu David Devries dkk dalam Sudarmanto, menyatakan 

bahwa ada 3 (tiga) pendekatan dalam melakukan pengukuran kinerja, yaitu: 

a. Pendekatan personality trait, yaitu dengan mengukur kepemimpinan, 

inisiatif, dan sikap. 

b. Pendekatan perilaku, yaitu dengan mengukur, umpan balik, kemampuan 

presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. 

c. Pendekatan hasil, yaitu dengan mengukur kemampuan produksi, 

peningkatan produksi/penjualan, kemampuan menyelesaikan produk 

sesuai jadwal.54 

Dalam bukunya yang berjudul “The Complete Guide to Performance 

Appraisal”, Dick Grote yang dikutip Sudarmanto, menyatakan bahwa ada 

tiga pendekatan dalam penilaian atau pengukuran kinerja, yaitu:  

a. Penilaian atau pengukuran kinerja berbasis pelaku. 

b. Penilaian atau pengukuran kinerja berbasis perilaku. 

c. Penilaian atau pengukuran kinerja hasil. 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar tersebut, 

setidaknya ada empat hal yang dapat diukur melalui standar pengukuran 

kinerja, yaitu: 

a. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat/karakter pribadi 

(traits). 

b. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau tindakan-

tindakan. 

                                                           
54

 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran, dan 
Implementasi organisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 10. 
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c. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan, uraian 

pekerjaan. 

d. Penilaian kinerja dilakukan dengan mencapai hasil dari pekerjaan yang 

ingin dicapai.
55

 

 

  

                                                           
55

 Ibid, 11. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif atau sering disebut dengan penelitian naturalistik, karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), tidak 

menggunakan angka-angka maupun analisis menggunakan statistik. Penelitian 

dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya obyek yang berkembang apa 

adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika obyektersebut.
56

 Sementara itu Nana Syaodih juga 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu (1) 

menggambarkan dan menjelaskan (2) menggambarkan dan mengungkapkan. 

Dengan demikian tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan, 

mengungkapkan, serta menjelaskan fakta-fakta yang terkait dengan kinerja 

aparatur publik dalam memberikan pelayanan.
57

 

Menurut taylor dan Bogdan pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penyampaian atau penuturan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
58

 Selain itu dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, penulis bisa berpikir secara induktif, yaitu 

penulis menangkap berbagai fenomena-fenomena atau fakta sosial melalui 

                                                           
56

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 8. 
 
57

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), 60 
58

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Ofsett, 

2009), 2. 
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pengamatan dilapangan, kemudian menganalisanya dan selanjutnya berupaya 

melakukan teorisasi berdasarkan hasil pengamatan.
59

 

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian kualitatif ini termasuk penelitian 

lapangan (field research), yang man dalam penelitian ini berfokus pada 

manajemen pelayanan public yang ada di Desa Sukolilo Barat. Dengan jenis 

penelitian lapangan ini, penulis dapat mengkaji dan mempelajari terkait dengan 

latar belakang masalah yang terjadi serta mengetahui peristiwa yang berlangsung 

saat itu juga. Pada akhirnya penggunaan jenis penelitian ini dapat memperoleh 

gambaran secara langsung atas fenomena sosial yang terjadi pada lokasi penelitian 

yaitu manajemen pelayanan publik yang ada di Desa Sukolilo Barat. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang 

Kabupaten Bangkalan Madura Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian 

ini memiliki beberapa pertimbangan 

Pertama, kondisi pemerintahan di Bangkalan yang cenderung sentralistik 

dan kurangnya transparansi, terutama dalam segi pelayanan publik yang 

cenderung sulit dan berbelit-belit.  

Kedua, karena Desa Sukolilo Barat merupakan salah satu Desa dari 12 (dua 

belas) Desa yang ada di Kecamatan Labang yang tidak memiliki balai desa. Oleh 

karena terdapat 12 (dua belas) Desa yang tidak memiliki balai desa, maka penulis 

berasumsi bahwa dengan melakukan pengamatan pada Desa Sukolilo Barat sudah 

mewakili desa-desa yang lain di Kecamatan Labang. Sebagaimana diketahui pula 

bahwa seluruh desa yang ada di kecamatan Labang memiliki karakterisitik yang 

                                                           
59

 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 6. 
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sama bila dilihat dari kebudayaan, bahasa, agama serta berbagai macam tata cara 

kehidupan lainnya. 

Ketiga, diantara desa-desa yang tidak mempunyai balai desa, Sukolilo Barat 

merupakan desa yang paling buruk pelayanannya. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan sebelumnya bahwa pelayanan di desa Sukolilo Barat ini belum 

maksimal, keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan proses pemberian 

pelayanan menjadi tolak ukur kurangnya kinerja aparatur desa dalam memberikan 

pelayanan bagi masyarakat. 

C. Sumber Data 

Data adalah merupakan hal yang utama atau komponen yang harus 

terpenuhi dalam melakukan proses penelitian. Karena peneliti dapat menganalisis 

suatu permasalahan dari data yang diperoleh. Lofland menjelaskan, didalam 

penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah perkataan dan perilaku, 

sementara data tambahannya dapat diperoleh dari dokumen dan lain-lain.
60

 Dalam 

penelitian ini, penulis membagi menjadi dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data utama dalam sebuah penelitian.
61

 

Data primer diperoleh dari informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan 

menggunakan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, seperti 

observasi ke lapangan, wawancara, dokumentasi dan yang lainnya. Sedangkan 

informan yang akan memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian ini 

                                                           
60

 Lexy Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 157 
61

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 

129. 
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sudah ditentukan dan dipilih oleh peneliti dengan menggunakan skala prioritas. 

Adapun informasi atau data yang ingin diperoleh dari informan penelitian ini 

adalah terkait dengan hal kinerja aparatur publik dalam memberikan pelayanan.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, perencanaan matangnya terkait 

dengan informan tertuju pada beberapa narasumber penting yang mengetahui 

persoalan, antara lain: 

a. Kepala Desa 

Dalam hal ini kepala desa Sukolilo Barat yaitu Radjeman. Sebagai 

pimpinan tertinggi pada pemerintahan desa Sukolilo Barat yang tentunya 

mengetahui dan memahami seluk beluk desa dan karakter masyarakat desa. 

b. Aparatur Desa 

Rifa’i merupakan salah satu aparatur desa yang menjabat sebagai 

sekretaris desa Sukolilo Barat. 

c. Masyarakat  

Masyarakat berperan dalam tata laksana pemerintahan yang merasakan 

dampak langsung pemerintahan dan pelayanan yang diberikan pemerintahan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebagai data pelengkap dan sebagai data 

penunjang dari sumber data primer.
62

 Sumber data sekunder didapatkan dari 

berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian seperti halnya buku, artikel, 

jurnal, data dari internet, hasil penelitian yang dilakukan orang lain, dan 

                                                           
62

 Ibid.., 129 
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dokumentasi yang dihasilkan dari pribadi maupun resmi, baik yang diperoleh 

dari lapangan maupun dari sumber lain. 

D.    Penentuan Informan 

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi terkait 

dengan situasi dan kondisi lokasi penelitian.
63

 Dalam penentuan informan 

pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (orang yang 

betul-betul memahami situasi dan kondisi lapangan dan memiliki kriteria 

sebagai sample). Informan dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk 

mengetahui kondisi yang sesuai dengan pelayanan publik yang ada di Desa 

Sukolilo Barat. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa Sukolilo 

Barat, Aparat Pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa Sukolilo Barat yang 

pernah melakukan proses pelayanan. 

Selanjutnya menurut Arikuto,
64

 ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam pemilihan sample secara purposive pada penelitian ini, 

syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengambilan sample harus berdasarkan atas karakteristik, sifat-sifat atau 

ciri-ciri tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

2. Subjek yang diambil harus benar-benar subjek yang paling banyak 

mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi didalamnya. 

                                                           
63

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal 

85. 
64

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

lainnya, (Jakarta: Fajar Interpratama Ofsett, 2007), hal 107. 
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3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi 

pendahuluan. 

Selain itu pada penelitian ini penulis menggunakan teknik aksidental 

sampling, yaitu sample atau informan ditentukan secara spontan, artinya siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok 

sebagai sumber data, maka dapat digunakan sebagai sample atau informan.
65

 

Sementara itu menurut Margono, dalam teknik ini sample atau informan tidak 

ditentukan terlebih dahulu, peneliti mengumpulkan data langsung dari 

informan yang ditemui di lapangan.
66

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dilakukan penelitian adalah 

mendapatkan data. Adapun teknik yang digunakan pada peneltian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan 

dokumentasi.
67

 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik yang dilakukan 

dalam proses pencarian data pada penelitian kualitatif. Pengamatan dilakukan 

dengan melihat dan memahami situasi dan kondisi pada obyek penelitian.
68
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2001),hal 60 
66

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hal 127 
67

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal 

224. 
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 Jumhur dkk., Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: Pustaka Ilmu, 1975), 51 
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Pada saat observasi dilakukan, penulis dapat memberikan gambaran awal 

tentang data yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap masalah 

yang ada. Adapun observasi ini berlangsung di lokasi penelitian yakni Desa 

Sukolilo Barat. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipatif atau sering juga dikenal dengan observasi alamiah. 

Dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan obyek yang sedang 

diamati, sambil mengamati kejadian-kejadian, peristiwa, dan perilaku 

objeknya secara alami dalam arti tidak ada usaha untuk mempengaruhi atau 

mengontrol maupun yang lainnya. Adapun instrumen yang digunakan untuk 

mendapatkan data adalah dengan menggunakan check list yaitu suatu daftar 

yang sudah berisi tentang nama-nama informan dan materi yang akan 

ditanyakan kepada mereka. 

2. Interview 

Interview atau wawancara merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan data dalam penelitian kualitatif. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui lebih mendalam 

hal-hal terkait dengan objek yang diteliti. Pada saat proses wawancara 

dilakukan, informan yang dipilih harus jelas latar belakangnya dan yang 

terpenting mengetahui dan memahami kondisi objek penelitian.
69

 Dalam 

pencarian data, informan yang ditentukan sebelumnya harus berkompeten dan 

benar-benar tahu terhadap kondisi objek penelitian, agar data yang didapatkan 

merupakan data yang valid. Yang menjadi objek interview dalam penelitian 
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 Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70 
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ini adalah orang-orang yang dianggap mengerti dan memahami kondisi 

pemerintahan di Desa Sukolilo Barat. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth 

interview (wawancara mendalam), yakni salah satu cara mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara berinteraksi langsung dengan informan, dengan 

maksud mendapatkan data secara lengkap tentang permasalahan yang 

diteliti.
70

 Model wawancara seperti ini lebih memberikan kebebasan kepada 

seorang peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitiannya. Pertimbangan dasar penggunaan metode in depth interview ini 

dalam pengumpulan data adalah untuk memperoleh kejelasan atau konstruksi 

tentang manajemen pelayan publik yang ada di Desa Sukolilo Barat 

Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. 

Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan 

instrumen tersebut, peneliti diharapkan lebih fokus pada permasalahan yang 

akan dijelaskan dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data di lapangan yang berbentuk gambar, arsip dan data-data 

tertulis lainnya. Penulis perlu melakukan dokumentasi selama proses 

penelitian berlangsung untuk memberikan bukti secara real bagaimana 
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 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktuaisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian 

Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 157-158 
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kondisi di lapangan terkait permasalahan yang ada di masyarakat.
71

 Arsip-

arsip dan data-data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari 

hasil observasi dan interview. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini, 

adalah menggunakkan teknik analisis deskriptif. Setelah semua data 

terkumpul baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder, penulis 

kemudian melakukan analisis dalam bentuk deskripsi. Adapun yang 

dimaksud dengan analisis deskripsi adalah analisis yang dilakukan dengan 

menggambarkan (medeskripsikan) dari data yang telah diperoleh di lapangan. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung atau saat pengumpulan data dan pada saat pengumpulan data 

telah selesai dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Menurut Miles dan Huberman, analisis data pada penelitian kualitatif 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
72

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti berada dilapangan, maka data yang diperoleh akan 

semakin banyak, komplek dan rumit, untuk itu peneliti selanjutnya 

melakukan analisis data melalui reduksi data, artinya merangkum, memilih 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2005), 231 
72

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal 

247. 
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hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal ang penting, dicari pola dan 

temanya. 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu 

mendisplay atau menyajikan data. Penyajian ini dapat dilakukan melalui 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dengan 

menyajikan atau mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan langkah yang akan dilakukan selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami.
73

 

3. Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga atau terakhir dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada saat pengumpulan data. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga bisa tidak, karena masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.
74
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Umum Desa Sukolilo Barat 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pembahasan dalam skripsi 

ini mengenai manajemen pelayanan publik pada pemerintahan Desa Sukolilo 

Barat, di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura. Oleh karena itu 

perlu digambarkan kondisi geografis, penduduk dan tatanan atau budaya di Desa 

Sukolilo Barat. 

Desa Sukolilo Barat sebagai salah satu desa yang ada di bawah 

pemerintahan Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Madura. Apabila 

memperhatikan letaknya, Desa Sukolilo Barat merupaka desa yang terletak di 

pesisir pantai Selat Madura dan berada di ujung Utara jembatan Nasional 

Suramadu.Letak geografis Desa Sukolilo Barat berada pada ketinggian 39.89 M 

(tiga puluh sembilan, delapan puluh Sembilan meter) dilihat dari permukaan laut. 

Desa Sukolilo Barat merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Labang. 

Desa ini terletak disekitar tepi pantai dan disekitar lintas jalan raya yang 

menghubungkan Kecamatan Kamal dengan Kecamaatan Kwanyar kira-kira +  9 

km sebelah timur Kecamatan Kamal dan + 10 km sebelah selatan Kecamatan 

Burneh serta + 7 km sebelah Barat Kecamatan Kwanyar, yang kesemuanya 

merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bangkalan. Sedangkan tinggi desa 

Sukolilo Barat dari permukaan air laut adalah + 2-85 m. 
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Desa Sukolilo Barat dibatasi oleh beberapa desa lainnya yang masih dalam 

lingkup Kecamatan Labang. Adapun batas-batas wilayah Desa Sukolilo Barat 

meliputi: 

Tabel 4.1 

Batas wilayah Desa Sukolilo Barat 

    Barat     Desa Kesek 

    Barat daya     Desa Pangpong 

    Utara      Desa Morkepek 

    Tenggara     Desa Ba’engas 

    Timur     Desa Sukolilo Timur 

    Selatan      Selat Madura 

 

Selain itu, Desa Sukolilo Barat memiliki beberapa pedukuhan (dusun), diantaranya: 

1. Pedukuhan/Dusun Kejawan 

2. Pedukuhan/Dusun Jarat Lanjang 

3. Pedukuhan/Dusun Sekar Wungu 

4. Pedukuhan/Dusun Kesek Timur 

5. Dusun Bara’ Lorong 

6. Dusun Kolak 

7. Dusun Tengginah 

8. Dusun Sepuran 
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1. Luas wilayah  

Desa Sukolilo Barat mempunyai tanah yang cukup luas yaitu + 176.550 

Ha. Dimana tanah seluas itu terbagi atas: 

Tanah sawah   :   1. 285 Ha 

Tanah pekarangan  :   97. 490 Ha 

Tanah tegal   :  75. 467 Ha 

Tanah kuburan dan olah raga :   2.308 Ha 

 

 

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk desa Sukolilo Barat seluruhnya berjumlah + 5. 825 jiwa, dengan 

berbagai macam umur. Adapun perincian jumlah penduduk Desa Sukolilo 

Barat dapat dilihat pada table 4.2: 

 

Tabel 4.2 

No. Umur Jumlah 

 

1. 0-4 tahun 580 

2. 5-9 tahun 658 

3. 10-14 tahun 558 

4. 15-19 tahun 805 

5. 20-24 tahun 484 
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6. 25-29 tahun 511 

7. 30-34 tahun 692 

8. 35-39 tahun 619 

9. 40 tahun keatas 991 

 

3. Keadaan ekonomi 

Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Desa Sukolilo Barat mayoritas 

berpenghasilan majemuk. Artinya bukan hanya dititik beratkan pada sector 

pertanian saja. Mengenai pekerjaan dengan jumlah penduduk tertuang pada 

table 4.4:  

 

Tabel 4.4 

Pekerjaan dan jumlah penduduk 

No. Pekerjaan  Jumlah  

 

1. Petani  349 

2. Buruh  175 

3. Nelayan  293 

4. Pengrajin  295 

5. Pedagang  402 

6. ABRI 8 

7. Pegawai Negeri 328 
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8. Pensiunan  189 

 

4. Keadaan pendidikan  

Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat desa Sukolilo Barat termasuk 

katagori masyarakat yang berpendidikan. Mengeni tingkat Pendidikan 

penduduk Desa Sukolilo Barat tertera pada table 4.5: 

 

Tabel 4.5 

Pedidikan dan jumlah penduduk 

  No. Tingkat Pendidikan  Jumlah Penduduk 

 

1.  Tamat TK 78 

2.  Tamat SD 168 

3.  Tamat SLTP/SMP 290 

4.  Tamat SLTA/SMA 450 

5.  Tamat Perguruan Tinggi 73 

6.  Tidak sekolah  
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Tabel 4.6 

Keadaan lembaga pendidikan formal 

No  Jenjang Pendidikan Nama lembaga 

 

1. TK Raudhatul Athfal dan 

YASI (Yayasan Sirojul 

Islam) 

2. SDN Sukolilo Barat I dan II 

3. MIN MIN Al Falah 

4. MIS YASI dan Aqmaqastag, 

serta Sunan Dalam 

5. SLTP/SMP YASI dan Aqmaqastag 

6. SLTA/SMA YASI 

 

5. Keadaan Agama 

 Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa penduduk desa Sukolilo Barat 

100% beragama islam. Kendatipun masih ada yang menganut agama Hindu 

(satu atau dua orang), itupun termasuk pendatang baru dari luar daerah yang 

kebetulan dinasnya di desa Sukolilo Barat. Mengingat penduduk Desa Sukolio 

Barat dapat dikatakan seluruhnya beragaa Islam, sudah sewajarnya banyak 

terdapat masjid dan mushola sebagai sarana peribadatan. Bahkan pada setiap  
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dusun terdapat 1 (satu) masjid dan beberapa mushola. Mengenai jumlah 

masjid dan mushola di Desa Sukolilo Barat tertera pada table 4.7: 

Tabel 4.7 

Keadaan Jumlah peribadatan 

NNo. J        Jenis sarana J       Jumlah    Keterangan 

1. 1.             Masjid  6  06      Ada di 6 

dusun 

2. 2.         Langgar/musholla             305      Tersebar di 

35 RT 

6. Sosial budaya  

Yang dimaksud aspek sosial budaya disini adalah keberadaan 

adatistiadat (culture) di desa Sukolilo Barat. Berdasarkan hasil observasi, 

dapatlah dikatakan bahwa adat istiadat yang sedikit menyimpang dari ajaran 

agama islam yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, nampaknya 

sudah mulai terkikis habis. Artinya bahwa adat istiadat yang ada di Sukolilo 

Barat, nampaknya sudah diwarnai oleh ajaran agama islam secara 

keseluruhan. Dengan demikian, maka kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang dibangun atas dasar-dasar nilai ajaran agama islam, sudah 

seyogyanya akan mempengaruhi pola pikir dan perbuatan bagi regenerasi atau 

remaja selanjutnya, khususnya bagi remaja di desa Sukolilo Barat. 

7. Sosial ekonomi  

Sepintas terlihat bahwa desa Sukolilo Barat cukup stabil dalam bidang 

ekonomi, sehingga masyarakat desa ini mayoritas berpenghasilan cukup. 
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Artinya status ekonomi masyarakat di desa Sukolilo Barat berada di kelas 

menengah ke bawah. Sejauh dari itu, masih terlihat sebagian penduduk 

terutama anak-anak yang tidak sekolah, oleh karenanya, mereka kadang-

kadang membantu orang tuanya bekerja, bahkan sebagian dari mereka pergi 

ke negara tetangga untuk mencari pekerjaan sebagai tenaga kerja guna 

mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.  

 

8. Interaksi sosial  

Jika diamati, dalam melakukan proses sosial masyarakat di desa 

Sukolilo Barat pada umumnya dapat kita lihat bahwa masyarakat disana 

melakukan aktifitas-aktifitas sosialnya. Mereka melakukan kerja sama dalam 

bentuk gotong royong seperti menggali sumur, tolong-menolong antara kaum 

kerabat untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan, aktifitas anggota 

masyarakat yang mengalami kesusahan seperti adanya tetanggga yang 

meninggal dunia. Selain mengadakan kerja sama masyarakat di desa Sukolilo 

Barat terutama remaja juga mengadakan persaingan atau kompetisi. Hal ini 

bisa dilihat dengan adanya beberapa kompetisi yang diadakan oleh masyarakat 

di desa sukolilo Barat umpamanya lomba cerdas cermat, pertandingan sepak 

bola antar pedukuhan, gerak jalan antar pedesaan dan lain-lain. 

Dalam suatu masyarakat selain melakukan kerja sama dan kompetisi, 

kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari suatu pertikaian. Demikian halnya 

dengan masyarakat di desa sukolilo Barat. Kendatipun mereka sudah 

mengadakan kerja sama dan kompetisi, akan tetapi ada sebagian mereka yang 
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kadang-kadang berselisih paham terutama remaja sehingga terjadilah 

pertikaian. umpamanya remaja yang sedang mengadakan kompetisi sepak 

bola dan di antara mereka ada yang kalah, dan diantara mereka adayangtidak 

puas maka terjadilah pertikaian, ada juga remaja yang tidak saling tegor sapa 

disebabkan bergurau secara berlebih-lebihan sehingga menimbulkan 

pertikaian.  

Jika dalam kehidupan suatu masyarakat selalu terjadi pertikaian maka 

tidak akan tercipta masyarakat yang kondusif oleh karena itu disinilah peran 

akomodasi. Begitu juga keberadaan masyarakat di desa Sukolilo Barat, bila 

terjadi pertikaian menurut pengamatan peneliti tidak terjadi 

berkesinambungan artinya pertikaian yang terjadi ada titik penyelesaiannya. 

Umpamanya saja perkelahian antar teman. Setelah mereka berkelahi, setelah 

itu mereka tidak bertegur sapa, tapi pada akhirnya mereka bertegur sapa 

kembali, selisih pendapat antara kaum muda dan pemimpin di sana tentang 

perbaikan jalan. Golongan muda atau remaja menginginkan supaya jalannya 

diaspal sedangkan golongan tua atau tokoh masyarakat tidak menyetujuinya. 

Namun pada akhirnya atas swadaya dan partisipasi masyarakat di sana 

akhirnya diputuskan bahwa jalan tersebut sebaiknya diaspal untuk 

kepentingan bersama. selain kita pandang dari segi bentuk interaksi sosial, 

kita dapat mengamati dari fakktor-faktor interaksi sosial masyarakat di desa 

Sukolilo Barat. Di antaranya imitasi atau tiru-meniru. Pada zaman modem ini, 

dengan media komunikasi yang semakin canggih. Apalagi pada saat ini alat 

komunikasi sudah dapat dijangkau sampai ke pedesaan. Demikian juga 
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halnya desa Sukolilo Barat, dalam kehidupan masyarakat di desa ini, 

hubungan antar anggota masyarakat khususnya remaja disana cenderung 

meniru apa yang mereka lihat baik dari tokoh masyarakat maupun yang 

mereka peroleh dari media komunikasi. Seperti gaya berpakaian, gaya bicara, 

gaya bergaul dan lain-lain. Tidak kalah pentingnya dari imitasi adalah sugesti. 

Sugesti merupakan suatu factor bagi seseorang dalam berinteraksi agar 

diterima orang lain. Misalnya seorang ulama yang menyampaikan ceramah 

agama di desa sukolilo Barat, setelah penceramah tersebut mengucapkan 

salam para pendengar membalasnya dan waktu penceramah menyampaikan 

isi ceramahnya para pendengar diam dan terkesima. Selain sugesti faktor 

interaksi social lainnya adalah identifikasi. Dalam melakukan proses 

sosialnya remaja di desa Sukolilo Barat ada yang kolot terhadap apa yang 

mereka lihat, mereka rasakan, secara langsung maupun tidak langsung remaja 

di desa ini melakukan identifikasi atau berbuat sesuatu seperti orang lain. 

Dari ketiga faktor yang telah dikemukakan di atas, ada faktor yang 

paling dominan diantara ketiga faktor tersebut yaitu simpati. Simpati 

merupakan perasaan yang timbul dalam diri seseorang karena ia suka pada 

orang tersebut. Dengan adanya simpati ini terjalinlah dalam suatu masyarakat 

apa yang kita namakan persahabatan antar teman sepergaulan. Dan simpati ini 

merupakan perasaan suka seseorang pada orang lain secara keseluruhan. 

Begitu juga halnya remaja di desa ini. 
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9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 

Sebagai pemerintahan, Desa Sukolilo Barat dalam pelaksanaannya 

tidak terlepas dari suatu dana yang dianggarkan. Dana yang dianggarkan 

untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan Desa merupakan perolehan dana 

rencana pembelanjaannya yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). 

Adapun pengertian dari Anggaran Pendapat dan Belanja Desa 

(APBDesa) adalah suatu dana desa yang akan dipergunakan untuk 

pelaksanaan kegatan pemerintahan desa. Nantinya pemerintahan desa akan 

dimintakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa tersebut, dimana 

pengelolaan dana des itu untuk segala aktifitas dan kegiatan pemerintahan 

desa yang dibiayai dengan uang desa. Semuanya itu melalui suatu 

perencanaan yang disampaikan dalam rapat Bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Anggaran Pendapat Belanja Desa 

(APBDesa) berisi mengenai rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana 

pembiayaan desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk Desa 

Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan beberapa tahun 

terakhir, setiap tahunnya berkisar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus 

juta rupiah). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa 

Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sebesar Rp 

1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari 

pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk Desa Sukolilo Barat, 

Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dibahas dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan 

Permusawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) untuk Desa Sukolio Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten 

Bangkalan setiap tahunnya dengan Peraturan Desa.
75

 

Pendapatan yang diperoleh Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, 

Kabupaten Bangkalan, yaitu penerimaan uang dari Pemerintah Pusat berupa 

Dana Desa melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam setiap 

tahunnya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selain itu 

perolehan Pendapatan Desa Sukolilo Barat didapat dari Pendapatan Asli 

Desa, yakni dari hasil usaha berupa penjualan ikan hasil tangkapan nelayan 

yang setiap tahun mencapai rata-rata sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua 

puluh lima juta rupiah), hasil asset dimana Desa Sukolilo Barat memiliki 

tanah kebun seluas lebih kurang 5 (lima) hektar yang disewakan kepada 

warga yang dikelola oleh penyewa dengan nilai sewa setiap tahunnya senilai 

Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu pendapatan Desa 

Sukolilo Barat juga diperoleh dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Bangkalan 

dan Retribusi Daerah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). 

Pendapatan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ditambah Bantuan Keuangan dari 

APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten sebesar Rp 

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Pendapatan Desa Sukolilo Barat 

                                                           
75

Wawancara, Radjeman, Desa Sukolilo Barat, 9 Mei 2019. 
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juga diperoleh dari sumbangan para pengusaha dan lain-lain pendapatan desa 

yang sah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
76

 

Dengan demikian jelas bahwa sumber pendapatan Desa Sukolilo Barat 

meliputi beberapa sumber sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Selanjutnya belanja Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, 

Kabupaten Bangkalan semua pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka 

pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan desa, yang terdiri dari 

penyelenggaraan pemerintahan desa berupa pemberian gaji kepada perangkat 

desa, pembangunan desa berupa pembuatan jalan dan perbaikan jalan desa, 

biaya pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta 

belanja tak terduga. Klasifikasi belanja Desa Sukolilo Barat tersebut dibagi 

dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Seluruh kegiatan belanja 

Desa Sukolilo Barat tersebut digunakan untuk kegiatan belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa serta belanja modal usaha desa.
77

  

Uraian tersebut di atas merupakan deskripsi atau gambaran umum 

tentang pemerintahan Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten 

Bangkalan Madura. 

 

B. Manajemen Pelayanan Publik Yang Ada Di Desa Sukolilo Barat 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa suatu 

organisasi berdasarkan teori yang ada mempunyai kerangka dasar untuk 
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Wawancara, Radjeman, Desa Sukolilo Barat, 9 Mei 2019.  
77

Wawancara, Radjeman, Desa Sukolilo Barat, 9 Mei 2019. 
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melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ada 

kepemimpinan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan 

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semuanya 

berada pada posisi yang seimbang dalam lingkaran manajemen dan sistem 

yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mengacu pada teori yang ada, 

organisasi adalah batang tubuh, sedangkan manajemen merupakan penggerak 

dari batang tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan 

terus berkembang serta semakin baik. Begitu pula dengan Pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat merupakan suatu organisasi yang mempunyai kerangka dasar 

untuk melakukan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Adapun tujuan yang diharapkan oleh Pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat sebagai suatu organisasi adalah kemajuan desa dan 

kesejahteraan masyarakat di Desa Sukolilo Barat. 

Pada Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sesuai dengan teori terdapat 

kepemimpinan yaitu Kepala Desa sebagai pemimpin, ada sarana dan juga 

prasarana, terdapat sumber daya manusia, serta terdapat pendanaan sebagai 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semuanya berada 

pada posisi yang seimbang dalam lingkaran manajemen dan sistem yang ada 

sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai suatu 

organisasi. 

Selanjutnya ditegaskan kembali bahwa pemerintahan Desa Sukolilo 

Barat sebagai suatu manajemen merupakan suatu proses atau kerangka yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke-arah 
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tujuan-tujuan Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. Manajemen yang ada pada 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat mencakup berbagai kegiatan untuk 

mencapai tujuan, yang dilakukan oleh perangkat Desa yang menyumbangkan 

segala upayanya yang terbaik melalui pelayanan-pelayanan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang 

harus dilakukan oleh perangkat desa, menetapkan bagaimana cara 

melakukannya, memahami bagaimana mereka melakukannya dan mengukur 

efektivitas dari usaha-usaha mereka dengan cara kerjasama. Semuanya itu 

yang dilakukan oleh perangkat Desa Sukolilo Barat dalam bekerja bersama 

berada di bawah kepemimpinan dan kontrol dari Kepala Desa Sukolilo Barat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Luther Gulik. 

Pelaksanaan tujuan Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai suatu 

organisasi menjadi tanggung jawab Kepala Desa Sukolilo Barat dalam 

menjalankan Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. Hal ini sesuai pendapat 

Shafritz dan Russel yang menyebutkan bahwa manajemen Pemerintahan 

Desa Sukolilo Barat adalah berkenaan dengan Kepala Desa sebagai orang 

yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan desa dan proses 

menjalankan pemerintahan desa itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya 

yang ada di wilayah Desa Sukolilo Barat untuk mencapai tujuan 

pemerintahan Desa Sukolilo Barat tersebut. 

Terkait dengan Pemerintahan Desa pada Desa Sukolilo Barat, fungsi 

manajemennya telah sesuai dengan pendapat James A.F. Stoner menyebutkan 

fungsi manajemen ada empat yaitu : 
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a. Planning (perencanaan) 

Menunjukan bahwa Kepala Desa pada Desa Sukolilo Barat selaku 

manajertelah memikirkan tujuan dan kegiatan pemerintahan desanya sebelum 

melaksanakannya. Kegiatan pemerintahan Desa Sukolilo Barat dilaksanakan 

melalui suatu metode, serta suatu rencana, dan bukan asal mereka-reka atau 

menebak saja mengenai apa yang akan dilaksanakan. Planning atau 

perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen pada pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat, selalu dilakukan oleh Kepala Desa beserta jajarannya untuk 

setiap pelaksanaan kegiatan guna kemajuan wilayah dan warga Desa Sukolilo 

Barat. Seperti halnya upaya pengarahan pendidikan kepada para pemuda atau 

remaja yang ada di Desa Sukolilo Barat untuk dapat bekerja pada perusahaan 

pelayaran. Guna mengarahkan para pemuda atau remaja yang ada di Desa 

Sukolilo Barat, Kepala Desa telah memikirkan pendidikan apa yang sesuai dan 

bagaimana cara mendapatkan sumber dana pembiayaan pendidikan para 

pemuda atau remaja tersebut.
78

 Hal ini telah berjalan sesuai dengan planning 

atau perencanaan yang merupakan salah satu fungsi manajemen. 

b. Organizing (pengorganisasian) 

Organizing atau pengorganisasian oleh Kepala Desa Sukolilo Barat 

sebagai manajer telah melakukan koordinasi terhadap sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. 

Selama ini Kepala Desa pada Desa Sukolilo Barat benar-benar memiliki 

kemampuan dalam mengerahkan manusia sebagai sumber daya yang ada guna 
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tercapainya tujuan dari Pemerintah Desa Sukolilo Barat. Kepala Desa Sukolilo 

Barat telah menempatkan orang-orang dengan kemampuan yang mumpuni 

untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada Pemerintahan di Desa Sukolilo 

Barat. Hal ini terbukti dengan berjalannya layanan publik oleh Pemerintah 

Desa Sukolilo Barat. 

Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di Desa Sukolilo 

Barat, selain itu dikoordinir untuk membantu Kepala Desa sebagai staf, sumber 

daya manusia yang ada juga dikoordinir untuk melaksanakan kegiatan dalam 

berbagai bidang, sebagai misal bidang pendidikan, keagamaan, kepemudaan 

dan olah raga, serta berbagai bidang lainnya.
79

 

Organizing atau pengorganisasian sumber daya manusia oleh Kepala 

Desa di Desa Sukolilo Baratdapat dikatakan cukup terpadu sehingga 

menjadikan terarahnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

Sukolilo Barat, sehingga Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai suatu 

organisasi merupakan organisasi yang efektif. 

c. Leading (memimpin) 

Leading atau memimpin, dimana Kepala Desa Sukolilo Barat sebagai 

manajer pada Pemerintahan Desa Sukolilo Barat selalu mengarahkan dan 

mempengaruhi bawahannya agar bekerja sebaik mungkin dan tepat waktu. 

Selain itu Kepala Desa Sukolilo Barat sebagai manajer juga 

menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu, seperti halnya 

perselisihan atau sengketa antar warga yang berkaitan dengan bidang hukum, 
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Kepala Desa Sukolilo Barat mendatangkan ahli hukum untuk membantu 

penyelesaian sengketa antar warganya. Selama ini dapat dikatakan setiap 

perselisihan atau sengketa antar warga di Desa Sukolilo Barat sebagian besar 

dapat terselesaikan secara kekeluargaan.
80

 

Kepala Desa Sukolilo Barat sebagai manajer telah menciptakan suasana 

tepat di kantor tempat kerja bagi dirinya beserta jajarannya sehingga 

memberikan rasa nyaman dan tenang bagi staf atau jajaran Kepala Desa dalam 

menjalankan tugasnya serta bagi warga masyarakat yang datang. Perlu 

diketahui pula, Kepala Desa Sukolilo Barat sebagai manajer juga membantu 

bawahannya bekerja sebaik mungkin.
81

 

d. Controlling (pengendalian) 

Controlling atau pengandalian, dimana Kepala Desa Sukolilo Barati 

sebagai manajer selama ini telah berusaha untuk meyakinkan bahwa 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai suatu organisasi dalam pelaksanaan 

tugas pelayanan publik bergerak dalam arah dan tujuan yang benar, yaitu sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila salah satu bagian dari 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai suatu organisasi menuju arah yang 

salah atau dalam pelaksanaan pelayanan publik menyimpang dari aturan 

hukum, maka Kepala Desa sebagai pemimpin atau manajer selalu berusaha 

untuk mencari sebab terjadinya penyimpangan untuk selanjutnya diarahkan 

pada arah dan rencana yang telah ditetapkan.
82
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Apabila memperhatikan berbagai teori atau pendapat yang disampaikan 

oleh para ahli terkait dengan fungsi-fungsi manajemen, menunjukan bahwa 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai sebuah organisasi membutuhkan 

manajemen yang matang untuk mewujudkan atau tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. Hal mana sebagaimana dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Managemen Pelayanan Publik Desa Sukolilo Barat 

    Teori     Hasil Penelitian 

    Planning (perencanaan) 

     Penetapan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi untuk 

mencapai tujuan yang digariskan 

    Kepala desa beserta staf/jajarannya 

dalam pelaksanaan suatu kegiatan, 

selalu diawali dengan perencanaan, 

sehingga hasilnya sesuai dengan 

harapan. Seperti halnya program 

meberdayakan remaja di desa 

Sukolilo Barat melalui pendidikan 

dibidang pelayaran. Hal ini 

dilaksanakan melalui perencanaan 

yang matang dan hasilnya remaja 

di desa Sukolilo Barat banyak yang 
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sukses sebagai pegawai pada 

perusahaan pelayaran. 

    Organizing (pengorganisasian)  

    Yang dimaksud adalah bahwa para 

manajer mengkoordinir sumber 

daya manusia dan sumber daya 

bahan yang dimiliki organisasi. 

    Kepala Desa Sukolilo Barat telah 

mengkoordinir staf atau jajarannya 

sebagai sumber daya manusia 

sesuai dengan kemampuannya 

untuk dipekerjakan baik pada 

kantor desa maupun di luar kantor 

desa dengan memanfaatkan sarana 

atau fasilitas yang dimiliki oleh 

desa secara maksimal. Hasilnya 

para staf dan jajarannya mampu 

memberikan pelayanan kepada 

warga masyarakat Desa Sukolilo 

Barat. 

    Leading (memimpin) 

    Menunjukkan bagaimana para 

manajer mengarahkan dan 

mempengaruhi bawahannya, 

menggunakan orang lain untuk 

melaksanakan tugas tertentu, 

dengan menciptakan suasana tepat, 

mereka membantu bawahan bekerja 

    Kepala Desa selalu member 

pengarahan kepada staf atau 

jajarannya dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari di bidang 

pelayanan publi. Bukan hanya itu 

saja, Kepala Desa sebagai 

pemimpin ikut terjun langsung 

dalam pelaksanaan pelayanan 
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sebaik mungkin. kepada masyarakat, sehingga 

membawa pengaruh bagi 

bawahannya untuk mencontoh dan 

mengikuti apa yang dilakukan 

Kepala Desa sebagai leader atau 

pemimpin. 

    Controlling (pengendalian) 

    Berarti para manajer berusaha untuk 

meyakinkan bahwa organisasi 

berjalan sesuai dengan rencana dan 

tujuan, apabila ada bagian dari 

organisasi menuju arah yang salah, 

para manajer berusaha untuk 

mencari sebabnya dan kemudian 

mengarahkannya kembali pada 

tujuan yang benar. 

    Kepala Desa telah berusaha untuk 

meyakinkan bahwa Pemerintahan 

Desa Sukolilo Barat sebagai suatu 

organisasi dalam pelaksanaan 

tugas pelayanan pada masyarakat 

bergerak sesuai dengan aturan 

hokum yang berlaku. Apabila salah 

satu bagian dari Pemerintahan 

Desa Sukolilo Barat sebagai suatu 

organisasi menuju arah yang salah 

atau dalam pelaksanaan pelayanan 

publik menyimpang dari aturan 

hukum, maka Kepala Desa sebagai 

pemimpin akan mencari penyebab 

terjadinya penyimpangan yang 

selanjutnya mencari solusi untuk 

kembali pada arah dan rencana 
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yang telah ditentukan. 

 

Berdasarkan uraian serta bagan tersebut di atas, maka jelas bahwa 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai sebuah organisasi atau institusi 

pemerintahan sangat diperlukan adanya sebuah manajemen yang baik untuk 

menjalankan roda pemerintahan agar apa yang menjadi target atau tujuannya bisa 

tercapai dengan baik dan maksimal. 

 

 

C. Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa Sukolilo Barat 

Apabila berbicara tentang pemerintahan maka tidak lepas dari pelayan 

publik, dimana hendak diuraikan mengenai hal-hal menjadi tolok ukur 

keberhasilan pemerintah termasuk Pemerintahan pada Desa Sukolilo Barat dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pelayan bagi masyarakat. Perlu dijelaskan kembali 

mengenai pengertian pelayanan publik, dimana pelayanan publik adalah jasa 

pelayanan oleh suatu instansi terutama pemerintahan kepada masyarakat sebagai 

bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hendak 

dikemukakan kembali pengertian pelayanan publik dari beberapa ahli dan juga 

dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik. 

Dari pendapat Agung Kurniawan, arti dari pelayanan publik adalah 

tindakan pelayanan orang lain atau masyarakat yang membutuhkan keberadaan 

pemberi pelayanan dalam hal ini pemerintah dengan mengacu pada aturan pokok 

dan tata cara yang telah diatur. 
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Pendapat Sinambella, yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah 

kegiatan pemerintah berupa pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang 

melakukan suatu usaha yang baik yang menghasilkan keuntungan maupun tidak, 

serta memberikan rasa puas walaupun hasilnya bukan dalam suatu produk dalam 

bentuk fisik. 

Definisi pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa pelayanan 

publik adalah semua pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan publik yang merupakan upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan maupun pelaksanaan terhadap 

ketentuan perundang-undangan. 

Selanjutnya pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa 

pelayanan publik adalah suatu kegiatan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga Negara berupa barang, jasa, serta pelayanan administratif yang 

disediakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

Ruang lingkup pelayanan publik berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang tercantum pada pasal 5, menyebutkan “ruang 

lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta 

pelayanan administratif”. Ruang lingkup pelayanan tersebut meliputi pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 
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lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, 

sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

Memperhatikan pendapat beberapa orang ahli serta dari beberapa 

peraturan perundang-undangan tersebut bila dikaitkan dengan Pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat jelas maka pelayanan publik tidakain merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Desa Sukolilo Barat dalam 

rangka memberikan pelayanan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk di Desa Sukolilo Barat oleh 

aparatur Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai penyelenggara pelayanan 

publik. 

Pemberian layanan kepada warga masyarakat telah dipenuhi oleh 

Pemerintah Desa Sukolilo Barat tidak hanya bertumpu pada cepatnya pelayanan, 

mudahnya pelayanan, dan lain sebagainya, tetapi pada aspek kebaikan dan etika 

dalam pemberian layanan oleh aparatur Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. 

Pada penelitian skripsi ini, peneliti telah menganalisa bahwa pelayanan 

yang ada di desa Sukolilo Barat sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu 

cepatnya proses pelayanan yang diberikan dan tidak adanya aturan yang berbelit-

belit, semua dikerjakan dengan baik berdasarkan prosedur yang ada dan juga 

aparatur yang bertugas bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal itu 

sesuai penjelasan dari pejabat pemerintahan Desa Sukolilo Barat yang 

menjelaskan bahwa:  
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“Pelayanan disini sudah sangat baik, segala kepentingan masyarakat yang 

berupa surat menyurat itu sudah ada perangkat desa yang bertugas stand 

by ditempat dan gratis”.
83

 

Namun, pernyataan sedikit berbeda disampaikan oleh masyarakat yang 

pernah menerima pelayanan menyampaikan sebagai berikut:  

“pelayanannya memang bagus, kami dilayani dengan baik dan ramah, 

petugasnya juga welcome terhadap masyarakat, tapi untuk waktu 

penyelesaiannya tidak jelas”.
84

 

 

Pada saat melakukan penelitian, secara kebetulan ada seorang warga 

bernama Rianto yang hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk 

anaknya yang sudah berusia 17 tahun. Rianto datang ke rumah Kapala Desa 

Sukolilo Barat yang berfungsi juga sebagai balai desa, dan diterima oleh staf 

pemerintahan Desa yang bernama Muhammad Syamsi. Sebagai staf pemerintahan 

Desa, Mohammad Syamsi menanyakan keperluan Rianto datang ke balai desa. 

Rianto mengatakan hendak membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk 

anaknya yang bernama Zaenal yang telah berusia 17 tahun. Selanjutnya 

Muhammad Syamsi memberikan informasi mengenai syarat yang harus dipenuhi 

untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), membawa Kartu Keluarga (KK). 

Kemudian Muhammad Syamsi membuatkan Surat Pengantar untuk dibawa ke 

Kantor Kecamatan Labang. 
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Dalam melakukan proses pelayanan, masyarakat datang ke rumah kepala 

Desa yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pelayanan. Ketika 

masyarakat telah sampai ditempat pelayanan, masyarakat disambut oleh aparatur 

kemudian ditanyakan keperluannya, setelah ditanya kemudian masyarakat 

langsung dipersilahkan masuk kedalam ruangan tempat pelayanan berlangsung, 

didalam sudah tersedia meja dan kursi sebagai tempat duduk, dan setiap meja ada 

aparatur yang siap melayani masyarakat. Apabila masyarakat yang datang banyak 

maka yang lainnya disuruh menunggu terlebih dahulu dikursi yang telah 

disediakan. Sembari menunggu biasanya masyarakat saling berbincang antar 

masyarakat yang lain atau berbincang dengan aparatur yang lain menanyakan 

terkait pelayanan. 

Tempat pelayanan berada di rumah Kepala Desa di bagian belakang dari 

rumah. Ruangan dengan ukuran 5 x 8 meter tersebut terdapat 4 (empat) meja 

dengan masing-masing terdapat 1 kursi yang ditempatkan di belakang meja, serta 

masing-masing 2 kursi yang ditempatkan di depan meja. Selain itu terdapat 3 

baris kursi yang setiap baris terdiri dari 4 kursi, sebagai tempat duduk untuk 

menunggu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan.  

Pada bagian ujung dinding ruangan terdapat 1 almari kaca yang 

diperuntukkan menyimpan berkas dan surat-surat. Di dekat almari kaca terdapat 1 

buah kipas angin berdiri untuk memberikan rasa nyaman mengingat pulau madura 

cuacanya cukup panas. Didepan ruangan tempat pelayanan publik ada aula 

sebagai tempat pertemuan yang terdapat 3 meja dan kursi-kursi yang berbaris rapi, 

dibagian dinding terdapat papan yang berisi tentang informasi susunan organisasi, 
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tugas, fungsi, danwewenang Desa, serta terdapat poster yang berisi tentang 

APBDesa. Selain itu terdapat musholla sebagai tempat ibadah ketika masyarakat 

atau aparatur ingin melaksanakan sholat. 

Uraian tersebut di atas merupakan gambaran yang nyata mengenai 

pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintahan Desa Sukolilo Barat kepada 

warga atau masyarakat desa. Dalam hal ini Rianto sebagai warga desa merasa 

puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh staf pemerintaan desa di 

DesaSukolilo Barat. 

Apabila memperhatikan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat 

bukan berarti masyarakat tidak terpuaskan oleh pelayanan yang dilakukan 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat, masyarakat tetap merasa puas, karena segala 

permasalahan tetap terselesaikan. Mengenai ketidakjelasan waktu pengurusan 

dokumen, bukan mutlak kelemahan atau kekurangmampuan Kepala Desa Sukolilo 

Barat beserta staf atau jajarannya, melainkan dikarenakan penyelesaian akhir dari 

dokumen tersebut dilakukan oleh Dinas tertentu di luar Pemerintahan Desa. 

Seperti halnya penyelsaian pengurusan Akte Kelahiran maupun Akte Kamatian 

yang proses penyelesaiannya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bangkalan. 

Warga Desa Sukolilo Barat ada pula yang menyampaikan bahwa, petugas 

yang memberikan pelayanan kurang disiplin dalam bekerja, misalnya dalam hal 

jam kerja petugas, hal ini membuat proses pelayanan menjadi terkendala, seperti 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93 

 

 

 

yang disampaikan oleh salah seorang warga Desa Sukolilo Barat yang 

mengatakan sebagai berikut:
85

 

 “disini petugasnya kurang disiplin mas, kurang tepat waktu, kadang-kadang 

datangnya jam 09.00 padahal kantornya buka jam 07.30, dan juga kalau 

petugasnya sedang tidak ada di tempat kami disuruh kembali besoknya 

lagi”. 

Jika diperhatikan dari penjelasan yang disampaikan oleh masyarakat Desa 

Sukolillo Barat, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur Desa 

kurang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan sikap aparat yang bertugas 

memberikan layanan kurang memenuhi stadar pelayanan, ketidak tepatan waktu 

dalam bekerja akan mempengaruhi kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan Desa. 

Ada pula warga masyarakat Desa Sukolilo Barat yang menyampaikan 

pada peniliti bahwa saat warga tersebut datang ke balai desa, ternyata staf 

pemerintahan desa sebagai petugas tidak ada di tempat walaupun telah ditunggu 

tetap juga tidak datang. Dalam hal yang demikian, warga masyarakat tersebut 

terpaksa harus datang kembali ke balai desa esok harinya. Agar pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana, seharusnya warga masyarakat 

dapat menemui tempat tinggal staf pemerintahan desa sebagai petugas pelayanan 

untuk mendapatkan pelayanan. Namun pada umumnya warga atau masyarakat 

desa Sukolilo Barat tidak memiliki inisiatif untuk menghubungi atau mendatangi 

                                                           
85

Wawancara, sholihin, Desa Sukolilo Barat, 20 Mei. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

94 

 

 

 

kediaman petugas tersebut. Warga masyarakat desa Sukolilo Barat lebih memilih 

untuk kembali keesokan harinya. 

Meskipun demikian, sikap petugas dalam memberikan pelayan mampu 

memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap masyarakat, serta aturan yang 

tidak berbelit-belit dan dilayani dengan cepat membuat masyarakat mengapresiasi 

kinerja aparatur. Hal ini disampaikan oleh beberapa warga masyarakat di Desa 

Sukolilo Barat yang mengatakan:  

“petugasnya ramah kok mas, pas saya ingin membuat akte kelahiran anak 

saya itu langsung dilayani, tidak sampai menunggu lama dan juga tidak 

dipersulit, petugasnya baik, kerjanya cepat aturannya juga tidak berbelit-

belit tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saya sangat puas dengan 

pelayanan disni, petugasnya rata-rata baik, ramah dan cepat member 

pelayanan”.
86

 

Dari berbagi pendapat yang disampaikan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat 

serta dari beberapa warga masyarakat Desa Sukolilo Barat, bahwa pelayanan 

publik oleh pemerintah desa Sukolilo Barat sesuai prosedur yang ada dan tidak 

ada sistem birokrasi yang berbelit-belit semua terlaksana dengan baik, mudah dan 

cepat, hanya saja kedisiplinan jam kerja para aparatur pemerintahan tidak baik dan 

ditemui aparat datang dan pulang sebelum waktunya. 

Pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Sukolilo Barat dapat 

dinilai melalui adanya kriteria baik maupun buruk menurut Zaithaml ada 5: 

a. Tangible  
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Yaitu pemerintah menunjukkan kesungguhannya kepada masyarakat. 

Keberadaan pemerintah desa serta lingkunggan sekitarnya adalah bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Bukti fisik berpa kantor dan 

peralatan kantor yang memadai, instrumen/peralatan komunikasi, serta personel 

yang memadai. 

Peralatan penunjang pelayanan publik berupa kantor dan kursi sebagai 

tempat duduk bagi pemberi dan penerima pelayanan yang digunakan untuk 

mencatat berbagai hal yang dibutuhkan. 

Apabila dikaitkan dengan tiga hal tersebut diatas, Pemerintah Desa 

Sukolilo Barat sudah memiliki kantor desa yang cukup memadai, serta peralatan 

kantor dan fasilitas penunjang kerja juga tersedia. Sementara itu untuk personel 

apartur desa yang bertugas memberikan pelayanan jumlahnya masih minim yaitu 

hanya berjumlah delapan orang, ditambah lagi kedisiplinan dalam bekerja masih 

kurang, itu dilihat dari seringnya para petugas tidak datang tepat waktu serta 

pulang sebelum waktunya. Tentu berbagai macam kekurangan yang ada pada 

pemerintah Desa Sukolilo Barat tersebut sangat mempengaruhi kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

b. Realiable  

Aspek realiable atau kehandalan petugas dalam memberikan pelayanan 

publik sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan 

cepat dan mudah. Kehandalan tentunya terkait dengan kemampuan dan 

keahlian petugas dalam menggunakan sarana sebagai alat bantu dalam proses 

pelayanan. 
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Dalam hal, aspek realiable ditentukan oleh kecermatan aparatur 

pemerintah dalam melayani masyarakat sebagai penerima pelayanan, 

kemampuan pemerintah dalam menggunakan sarana yang ada sebagai alat 

bantu pada saat melakukan pelayanan, keahlian pemerintah dalam proses 

pelayanan. Pelayanan oleh pemerintah desa di Desa Sukolilo Barat sudah 

memenuhi aspek realiable dengan cukup baik, kemampuan pelayanan dan 

kecermatan dalam melayani dapat dikatakan baik. Rata-rata aparatur 

pemerintah yang bertugas melayani masyarakat sudah bisa menggunakan 

komputer dan mesin printer, meskipun tingkat pendidikannya tidak sampai 

perguruan tinggi, namun dalam penggunaan teknologi komputer cukup mahir, 

itu karena pengalaman selama lima tahun menjadi aparatur pemerintahan desa 

yang setiap harinya tidak lepas dari penggunaan komputer dan secara otomatis 

semakin meningkat kemampuannya dalam penggunaan sarana tersebut. 

Akurasi dan kecermatan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

juga sudah baik. Misalnya dalam membuat surat-surat atau dokumen yang 

diperlukan tidak ditemukan kesalahan pengetikan, petugas sangat berhati-hati 

dan teliti untuk meminimalisir atau menghindari kesalahan dalam penulisan. 

Seperti yang disampaikan Rifa’i salah satu aparatur yang mengatakan:
87

 

“dalam pembuatan surat-surat seperti surat pengantar pembuatan KK & 

KTP, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kematian dan 

surat-surat yang lainnya kami membuatnya dengan hati-hati dan teliti 

untuk menghindari terjadinya kesalahan pengetikan.” 
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Senada dengan yang disampaikan oleh Rifa’i, kepala Desa Sukolilo 

Barat juga menjelaskan bahwasannya dia menginstruksikan kepada stafnya 

untuk memberikan pelayanan dengan tepat dan akurat, ia mengatakan:
88

 

“dalam pembuatan surat pengantar pembuatan KK/KTP saya 

menginstruksikan kepada staf saya jangan sampai ada kesalahan baik dari 

segi data maupun pengetikan. Karena dipemerintahan sebelumnya, 

itumemang disengaja dibuat salah misalnya dalam penulisan nama 

ditambah atau dikurangi hurufnya, itu kan kalau tidak sesuai harus 

mengurus kembali dan masyarakat mengeluarkan biaya lagi kasihan 

masyarakatnya.” 

c. Responsiveness  

Responsivenes atau sikap tanggap tidak lain kemauan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Kecepatan merespon yang 

dikhendaki masyarakat membuktikan bahwa pemerintah memang bertujuan 

melayani dan memuaskan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik, 

kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas yang utama dan 

mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok, para aparatur 

pemerintahan harus mampu hadir sebagai pelayan masyarakat dan menerapkan 

sistem good governance supaya tujuan yang diharapkanbisa tercapai. 

Mengenai kesiapan aparat terkait pelayanan terhadap masyarakat ada 

beberapa hal yang penting yang perlu diamati mengenai keberadaan aparat 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan merespon kebutuhan 
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masyarakat merupakan hal penting yang menjadi faktor dari keberadaan aparat 

di pemerintahan Desa Sukolilo Barat. Kecepatan merespon kebutuhan 

masyarakat merupakan bukti bahwa pemerintahan dibentuk dengan tujuan 

untuk memuaskan masyarakat. Penempatan kepentngan masyarakat harus 

menjadi prioritas utama oleh apparat pemerintahan Desa Sukolilo Barat dalam 

pemberian pelayanan publik. Adanya prioritas utama yang ditujukan terhadap 

pengguna jasa dalam pelayanan, maka aparatur sepatutnya menempatkan 

kepentingan masyarakat di atas kepentinggan pribadi maupun golongan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat yang 

pernah menerima pelayanan publik di kantor Desa Sukolilo Barat, aspek 

responsiveness sudah cukup baik dan aparatur pemerintahan berupaya 

memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini disampaikan oleh salah satu 

petugas pemerintahan Desa Sukolilo Barat yang mengatakan:
89

 

“kami sebagai petugas pemerintahan selaluberusaha melayani dengan baik 

kepada seluruh masyarakat, apabila ada masyarakat yang datang ke 

kantor untuk mengurus surat-surat dan yang lainnya kami langsung 

proses, apabila itu bisa diproses dengan cepat maka kami langsung 

memprosesnya, kan ada yang bisa langsung jadi dan ada yang 

memerlukan waktu tergantung jenisnya”. 

Ketanggapan aparat pemerintah desa merupakan salah satu syarat dari 

pelayanan public yang baik. Adapun tolok ukur ketanggapan dalam proses 

pelayanan yaitu merespon setiap masyarakat yang ingin mendapatkan 
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pelayanan publik, petugas melakukan pelayanan public yang cepat dan cermat, 

dengan waktu yang tepat, semua keluhan masyarakat direspon atau ditanggapi 

oleh aparat. 

Pada pelayanan publik, kualitas pelayanan dalam arti pelayanan yang 

cepat dan cermat bukan hanya bergantung pada petugas atau aparat yang 

melakukan pelayanan public, tapi sikap masyarakat yang kooperatif selama 

proses pelayanan, masyarakat juga harus mengetahui syarat-syarat dan 

prosedur pelayanan. Tidak semua pelayanan bisa diproses dengan cepat, ada 

juga jenis pelayanan yang membutuhkan waktu yang cukup lama seperti 

pembuatan KTP dan KK, mengenai hal ini dijelaskan kepala Desa Sukolilo 

Barat menjelaskan:
90

 

“ada jenis pelayanan yang cepat dan langsung jadi dan ada yang menunggu 

lama, contoh pelayanan yang langsung jadi seperti surat KTM 

(Keterangan Tidak Mampu), surat keterangan kematian, itu dibuat dan 

langsung jadi. Sementara contoh pelayanan yang membutuhkan waktu 

lama adalah pembuatan KK dan KTP, ini yang kadang masyarakat tidak 

faham bahwasannya prosedurnya dari pihak pemerintahan desa itu hanya 

memberikan surat pengantar saja, sedangkan untuk pembuatan dan 

penerbitan KK dan KTP itu wewenang dari DISPENDUKCAPIL, tapi 

masyarakat meminta agar secepatnya jadi”. 

d. Assurance atau jaminan dan kepastian  
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Jaminan dan kepastian pelayanan public, ini pemerintah desa memberikan 

jaminan tepat waktu dalam pelayanan, aparat pemerintah desa juga memberikan 

jaminan biaya dalam pelayanan. Kepastian yang dimaksud adalah kepastian waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pelayanan dan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh penerima pelayanan, serta yang tak kalah penting kesopan 

santunan dan kemampuan pegawai pemerintahan dalam memberikan pelayanan 

untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan. 

Tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana cara aparatur 

melayani pelanggannya, sikap dalam menghadapi pelanggan, keramahan serta 

sopan santun yang ditunjukkan oleh aparatur dalam melayani menjadi nilai 

tersendiri bagi masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepuasan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. 

Dalam aspek ini jaminan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa 

Sukolilo Barat sudah baik, misalnya saja jaminan biaya yang harus dikeluarkan 

oleh masyarakat ketika melakukan pelayanan, itu tidak dikenakan biaya sama 

sekali atau gratis, seluruh biaya sudah dianggarkan oleh pemerintah Desa 

sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh kepala Desa Sukolilo Barat: 

“untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan KTP itu mudah dan gratis, 

karena sudah ada anggarannya, semua biaya ditanggung oleh Desa” 

Hal ini sangat membantu meringankan beban masyarakat, tentunya dengan 

penggratisan biaya ini sekaligus menghilangkan budaya pungli yang selama ini 

sering terjadi dalam proses pelayanan dan seringkali merugikan masyarakat itu 

sendiri. Demikian juga dengan sikap petugas dalam memberikan layanan kepada 
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masyarakat sudah baik, para petugas selalu berlaku ramah dan santun kepada yang 

membutuhkan pelayanan untuk kepentingan penerbitan dokumen maupun 

kepentingan lainnya, selain itu faktor saling kenal antar petugas dan masyarakat 

juga mempengaruhi sikap dalam proses pelayanan sehingga tidak menjadi kaku 

dan canggung. 

Namun, dalam segi jaminan dan kepastian waktu penyelesaian suatu 

pelayanan masih dinilai kurang memuaskan. Banyak masyarakat yang mengeluh 

akan ketidak pastian dan lamanya waktu tunggu dalam penyelesaian pelayanan 

tertentu. Sebagai contoh yang dialami, salah seorang warga yang ingin membuat 

KTP baru, ia mengatakan:
91

 

“saya pernah waktu itu mau buat KTP, itu waktunya lama sekali hampir tiga 

bulan baru jadi, padahal kata petugasnya hanya sebentar. Pas ditanya 

kapan jadinya, petugasnya bilang kalau sudah jadi nanti akan diantar 

langsung ke rumah.” 

Jika dilihat dari penjelasan Ach.Taufiq, terkait dengan jaminan dan 

kepastian waktu penyelesaian suatu pelayanan, Pemerintah Desa Sukolilo Barat 

kurang jelas memberikan informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan. 

Menanggapi hal itu, Rifa’i selaku sekdes menjelaskan bahwa ada prosedur yang 

tidak dipahami oleh masyarakat, ia mengatakan:
92

 

“begini mas, kami selaku petugas yang melayani masyarakat selalu berusaha 

memberikan pelayan terbaik supaya masyarakat merasa puas dan tidak 

kecewa, namun kadang ada prosedur yang tidak dipahami oleh 
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masyarakat dan membuat masyarakat itu kecewa, misalnya saja dalam 

pembuatan KTP dan KK, itukan yang berwenang menerbitkan adalah 

DISPENDUKCAPIL dan kami pemerintahan desa hanya memberikan 

surat pengantar pembuatan KTP dan KK saja.” 

Selain dari aparatur desa yang harus memberikan pelayanan yang baik dan 

prima karna memang tugasnya sebagai pelayan masyarakat, namun masyarakat 

juga harus mempunyai pengetahuan tentang sistem maupun prosedur pelayanan 

supaya tidak terjadi pemaksaan kehendak, karena ada aturan-aturan yang harus 

dipatuhi. 

e. Empaty atau rasa peduli 

Pada pemberian pelayanan publi harus benar-benar memiliki rasa peduli 

kepada masyarakat. Sikap aparat sebagai pemberi layanan harus menunjukkan 

rasa peduli yang besar kepada kebutuhan masyarakat penerima layanan, dengan 

begitu aparat pemberi layanan akan memberikan pelayanan sepenuh hati. 

Aspek adanya rasa peduli serta memberikan perhatian yang tulus dan 

kepada masyarakat dengan berupaya memahami apa yang dikehendaki oleh 

masyarakat. Aparat pemerintah desa diharapkan memiliki pemahaman dan 

pengetahuan tentang karakter atau sifat masyarakat, serta memahami kebutuhan 

masyarakat. Adanya rasa peduli dapat diartikan sebagai usaha untuk mengetahui 

dan mengerti kebutuhan masyarakat secara pribadi. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pelayanan public yang diberikan 

oleh aparatur pemerintahan Desa Sukolilo Barat sudah cukup baik. Sikap serta 

sopan santun yang ditunjukkan kepada masyarakat yang melakukan proses 
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pelayanan menunjukan bahwa aparatur desa mempunyai rasa empati terhadap 

masyarakat, tidak ada unsur diskriminasi atau perlakuan khusus kepada orang 

tertentu, semuanya sama dilayani dengan baik.  

Dalam suatu proses pelayanan tidak semuanya berjalan dengan lancar, 

pasti ada kekurangan atau hambatan yang menjadi faktor pelayanan itu tidak 

sempurna. Faktor itu bisa datang dari pemerintahan Desa sebagai pemberi 

pelayan, atau bisa juga dari masyarakat itu sendiri sebagai penerima pelayanan. 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa kedisiplinan aparatur desa 

menjadi faktor penghambat jalannya proses pelayanan, serta pengetahuan 

masyarakat terhadap sistem dan prosedur pelayanan juga bisa menjadi penentu 

jalannya proses pelayanan. 

Adanya faktor penghambat tentu dalam pelaksanaan pelayanan publik 

terdapat juga faktor penunjang yaitu berupa motivasi, semangat dan upaya yang 

diberikan pimpinan pemerintahan kepada aparaturnya agar dapat memberikan dan 

berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ditanamkan 

adanya kesadaran untuk melayani masyarakat dengan ikhlas sesuai dengan hati 

nurani, supaya pemerintah merasa mempunyai suatu tanggung jawab melayani 

masyarakat. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif dengan memberikan 

dukungan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pelayanan, juga 

mengarahkan serta melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa. 

 Terhadap informasi yang diperoleh penulis mngenai pelayanan publik yang 

diberikan oleh perangkat atau aparatur di Desa Sukolilo tersebut, setelah penulis 

melakukan penelitian secara langsung pada Pemerintaha Desa Sukolilo Barat, 
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ternyata jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Pada pembutan dokumen 

semuanya berjalan lancer, tepat wakt serta sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

  Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparat pemerintahan desa di Desa 

Sukolilo Barat apabila dikaitkan dengan teori standar pelayanan telah sesuai. 

Sebagaimana diketahui bahwa standar pelayanan sangat penting dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Berpedoman pada standar pelayanan merupakan 

suatu keharusan bagi pelaksana pelayanan untuk memberikan pelayanan dengan 

kualitas yang ditentukan atas dasar perpaduan antara penerima layanan dan 

kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang 

dilakukan melalui proses pembagian jenis pelayanan, pengelompokan masyarakat 

penerima layanan, pengelompokan harapan pelanggan, perumusan visi dan misi 

pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya 

pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar 

pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan 

yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan 

pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penetapan standar 

pelayanan di Desa Sukolilo Barat dilakukan melalui proses tersebut di atas, hal ini 

terbukti terpasang atau terpampangnya pada dinding balai desa mengenai 

informasi standar pelayanan oleh aparat pemerintah desa bagi masyarakat di Desa 

Sukolilo Barat tersebut. Sehingga masyarakat di Desa Sukolilo Barat dapat 

membaca informasi standar pelayanan pada dinding balai desa. Selain itu, setiap 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan, aparat pemerintah desa Sukolilo Barat 
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yang bertugas selalu memberikan penjelasan atau informasi mengenai standar 

pelayanannya.
93

 

Sebagaimana diketahu bahwa standar pelayanan merupakan tolok ukur 

yang dijadikan patokan penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai pedoman 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dari penyelenggara pelayanan 

publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang baik, cepat, mudah, 

terjangkau, dan teratur. Aparat pemerintah di Desa Sukolilo Barat sebagai 

pelaksana pelayanan publik telah memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan 

atau diinformasikan yang akan memberikan jaminan kepastian untuk masyarakat 

sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran atau pedoman yang ditetapkan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib dan telah ditaati oleh 

pemerintah Desa Sukilo Barat sebagai pemberi pelayanan. Adapun standar 

pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sukolio Barat, sebagai 

berikut: 

a. Prosedur Pelayanan, dimana dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

terdapat prosedur pelayanan yang diberlakukan bagi aparat pemerintahan desa 

sebagai pemberi dan masyarakat sebagai penerima pelayanan termasuk 

pengaduan. Seperti halnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan 

Kartu Keluarga, aparat pemerintah desa Sukolilo Barat sebagai pemberi 

layanan selalu menyampaikan prosedur atau proses pelaksanaan 

pembuatannya dan juga menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
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masyarakat yang hendak membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 

tersebut. 

b. Waktu penyelesaian, artinya pada penyelenggaraan pelayanan public, aparat 

pemerintah Desa Sukolilo Barat telah menyampaikan mengenai jangka waktu 

penyelesaian pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang 

ditetapkan sejak saat permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan 

pembuatannya. 

c. Biaya dalam pelayanan, yakni dalam setiap peyelenggaraannya pelayanan 

ditentukan biaya/tarif pelayanan, kecuali dalam pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk dan Kartu Keluarga. Untuk pembuatan dokumen lainnya seperti 

izin usaha tentunya terdapat biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut. Mengenai biaya/tarif penyelenggraan 

pelayanan publik dan rinciannya, aparat pemerintah Desa Sukolilo Barat 

selalu memberikan penetapannya. 

d. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan oleh aparat pemerintah Desa Sukolilo 

Barat yang akan diterima oleh warga masyarakat telah mendasarkan pada 

aturan yang ditentukan. 

e. Sarana dan Prasarana pelayanan, yaitu adanya sarana dan prasarana pelayanan 

yang dimiliki pemerintah Desa Sukolilo Barat cukup memadai, sehingga 

aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat berjalan 

dengan baik. 
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f. Kompetensi atau kewenangan petugas pemberi pelayanan, yaitu kewenangan 

yang dimiliki aparat pemerintah desa Sukolilo Barat sebagai petugas 

pelayanan telah ditentukan secara tepat dan diangkat oleh kepala Desa 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang 

dibutuhkan.
94

 

Memperhatikan uraian di atas, maka nampak jelas bahwa penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa Sukolilo Barat, telah 

memenuhi standar pelayanan, sehingga kepuasan masyarakat desa sebagai 

penerima pelayanan dapat dirasakan. 

 

 

 

D. Dampak Manajemen Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Aparatur Desa 

Sukolilo Barat Kecamatan Labang 

  Apabila memperhatikan mengenai manajemen pelayanan publik yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintahan di Desa Sukolio Barat, tentunya akan 

menimbulkan konsekuensi yang baik bagi masyarakat sebagai warga di Desa 

Sukolilo Barat terutama bagi aparatur atau perangkat desa. Pada akhir bab ini 

hendak dijelaskan mengenai dampak yang timbul dari manajemen pelayanan 

publik terhadap kinerja aparatur atau perangkat desa yang ada. 

  Terkait dengan adanya penerapan manajemen pelayanan publik oleh 

pemerintahan, ternyata memberikan konsekuensi yang sangat positif dan 
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siginifikan. Dikatakan memberikan konsekuensi yang positif, karena dengan 

penerapan manajemen pelayanan publik, kinerja aparatur Desa Sukolilo Barat 

menjadi tertata dan teratur sesuai dengan sistematika peraturan yang ada serta 

semakin tertib administrasi, meskipun ada aspek yang perlu diperbaiki lagi 

kinerjanya. Selain itu, aparatur Desa Sukolilo Barat semakin semangat dalam 

memberikan layanan kepada warga masyarakat Desa Sukolilo Barat yang 

membutuhkan berbagai bentuk layanan. 

  Bagi warga itu sendiri, dengan adanya penerapan manajemen layanan 

publik oleh pemerintahan Desa, jelas memberikan kepuasan tersendiri. Warga 

masyarakat di Desa Sukolilo Barat juga akan selalu tertib administrasi karena 

dengan kemudahan yang diberikan oleh aparat Desa Sukolilo Barat dalam 

pengurusan administrasi, warga masyarakat menjadi senang untuk melakukan 

pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Bagi warga masyarakat Desa 

Sukolilo Barat, sudah tidak ada lagi istilah malas datang ke kantor Desa 

dikarenakan adanya proses penyelesaian dokumen yang berbelit-belit. Untuk saat 

ini semuanya berjalan dengan tertib dan lancar serta tanpa adanya tekanan biaya 

yang harus atau diwajibkan untuk dibayar kepada aparatur Desa Sukolilo Barat, 

Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. 

Berdasarkan pada seluruh uraian pembahasan pada bab ini, maka kepuasan 

warga masyarakat merupakan tolok ukur dalam keberhasilan pelayanan publik 

yang diselenggarakan Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. Tolok ukur kesuseksan 

dari pelayanan publiknya tidak lain adalah kepuasan dari warga atau masyarakat 

di Desa Sukolilo Barat. Rupanya tingkat kepuasan warga atau masyarakat cukup 
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tinggi, dimana hampir seluruh warga atau masyarakat Desa Sukolilo Barat merasa 

puas dengan pelayanan publik Pemerintahan. 

Terkait dengan kepuasan yang dirasakan oleh warga masyarakat, hendak 

dikaji dengan dikaitkan pada teori manajemen yang efektif, Sebagaimana 

diketahui bahwa manajemen yang efektif merupakan wujud dari pencapaian hasil 

yang sesuai dengan rencana atau program serta tujuan yang telah ditetapkan. 

Apabila dalam realisasinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan 

fungsi-fungsi manajemen berhasil menggerakkan operasi dalam organisasi dengan 

baik, maka manajemen tersebut dikatakan efektif. 

Sebuah pengelolaan organisasi yang membawa hasil yang tepat guna dan 

membawa pengaruh terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya merupakan 

manajemen yang efektif. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila segenap sumber 

daya yang ada memiliki tujuan yang sama sebagai kesatuan organisasi, memiliki 

arah dan langkah yang sama. 

Untuk menciptakan manajemen yang efektif dibutuhkan unsur atau 

komponen yang harus dipenuhi. George R. Terry menjabarkan unsur-unsur dari 

manajemen yang efektif, yaitu:
95

 

a. Man (sumber daya manusia) 

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa 

aktifitas, karena manusialah yang menjalankan semua program yang 

direncanakan. Oleh karena itu tanpa adanya manusia, manajer tidak akan 

mungkin bisa mencapai tujuan yang diingikan. Sedangkan manajer atau 
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pemimpin itu sendiri orang yang mencapai hasil atau tujuan melalui orang 

lain. Pada pemerintahan Desa Sukolio Barat, peran manusia yaitu aparat 

maupun staf pada pemerintahan desa telah berperan dalam penyelenggaraan 

pelayananan publik. Tanpa adanya apparat atau staf pada pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat, tentnya Kepala Desa sebagai manajer tidak akan dapat 

mencapai hasil atau tujuan dari pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik. 

b. Dana (Financial) 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai suatu organisasi memiliki sarana 

manajemen berupa uang, yaitu berupa APBDesa, yang setiap tahunnya 

berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), dimana uang 

tersebut benar-benar dipergunakan sebagai sarana manajemen dan telah 

digunakan sesuai dengan peruntukannya.
96

 

c. Material (Bahan) 

Pada pemerintahan Desa Sukolilo Barat, telah memiliki bahan atau data dan 

informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga 

tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pelayanan 

publik telah tercapai hasil atau tujuannya. 

d. Machines (Mesin) 

Mesin adalah suatu jenis alat yang digunakan sebagai proses pelaksana kegiatan 

manajemen dengan menggunakan teknologi atau alat bantu berupa mesin. 

Pada Pemerintahan Desa Sukolio Barat, telah menggunakan mesin yaitu 
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perangkat berupa komputer sebagai alat yang digunakan dalam proses 

pelaksanaan pelayanan public sebagai bentk pelaksanaan kegiatan manajemen. 

e. Metode (Cara) 

Pada pemerintahan Desa Sukolilo Barat dalam pelaksanaan pelayanan publik 

menggunakan suatu metode atau cara yang efektif sehingga penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh 

masyarakat. 

f. Market (Pasar) 

Pasar merupakan salah satu manajemen penting lainnya, khusus bagi perusahaan-

perusahaaan atau badan yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. 

Karena pasar dipergunakan sebagai tempat pendistribusian baraang-baraang 

yang sudah dihasilkan. Oleh karena Pemerintahan Desa Sukolilo Barat bukan 

merupakan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang juga berusaha 

memperoleh keuntungan, maka unsur komponen Market sebagai salah satu 

unsur manajemen teta dibutuhkan.
97

 

Pemerintahan Desa Sukolilo Barat dalam pelaksanaan pelayanan publik 

telah memiliki standar pelayanan yang melipui: 

g. Prosedur Pelayanan, yakni prosedur dalam penyelenggaraan telah 

dimiliki dan ditaati oleh aparatur pemerintah desa dan juga warga desa 

Sukolilo Barat. Prosedur ini disampaikan secara lisan oleh aparatur, tidak 

dalam bentuk papan pengumuman. Jadi apabila masyarakat ingin 
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melakukan proses pelayanan, maka terlebih dahulu aparaturmenjelaskan 

prosedurnya dan apa saja yang harus dilengkapi. 

h. Waktu penyelesaian, pemerintahan Desa Sukolilo Barat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik menentukan batas waktu penyelesaian 

berapa lama penyelesaian pembuatan dokumen terhitung sejak mulainya 

pembuatan. 

i. Biaya pelayanan, aparatur pemerintahan Desa Sukolilo Barat pada saat 

pelaksannaan pembuatan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat 

tidak dikenakan tarif/biaya alias gratis. Misal dalam pembuatan KTP/KK 

baru, pemerintah Desa Sukolilo akan mengeluarkan surat pengantar 

untuk selanjutnnya diserahkan ke kantor Kecamatan, dalam pembuatan 

surat pengantar tersebut masyarakat tidak dikenakan biaya, karena 

menurut kepala Desa Sukolilo Baratitu semua sudah ada anggarannya, 

masyarakat tidak perlu dibebankan biaya lagi. 

j. Produk pelayanan, pemerintahan Desa Sukolilo Barat menyampaikan 

dokumen sebagai produk pelayanan publik kepada masyarakat yang 

membutuhkan. 

k. Sarana dan prasarana, pemerintahan Desa Sukolilo Barat memiliki sarana 

pelayanan public berupa 2 (dua) unit computer dan 1 (satu) unit printer 

untuk pelaksanaan pelayanan publik, serta memiliki tempat pelayanan 

yang layak berupa ruangan di rumah Kepala Desa yang berfungsi sebagai 

Balai Desa. 
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l. Kompetensi aparatur pemberi pelayanan, aparatur yang ada pada 

pemerintahan Desa Sukolio Barat memiliki mempunyai kemampuan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan pengetahuan, 

keterampilan, keahlian, perilaku, dan sikap yang dibutuhkan terbukti 

semua pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

    No.      Teori      Praktek  

F  1.      Prosedur Pelayanan, yakni prosedur yang 

terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan 

yang diberlakukan dan harus ditaati oleh 

pemberi dan penerima pelayanan termasuk 

pengaduan. 

    Prosedur dalam 

penyelenggaraan telah 

dimiliki dan ditaati oleh 

aparatur pemerintah desa 

dan juga warga desa 

Sukolilo Barat. Prosedur 

ini disampaikan secara 

lisan oleh aparatur, tidak 

dalam bentuk papan 

pengumuman. Jadi 

apabila masyarakat ingin 

melakukan proses 

pelayanan, maka terlebih 

dahulu aparatur 

menjelaskan prosedurnya 

dan apa saja yang harus 
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dilengkapi. 

     2.     Waktu penyelesaian, artinya dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik ada batas 

waktu penyelesaian yang ditentukan sejak awal 

pengajuan permohonan sampai dengan 

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

     Pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

menentukan batas waktu 

penyelesaian berapa lama 

penyelesaian pembuatan 

dokumen terhitung sejak 

mulainya pembuatan 

    3.     Biaya pelayanan, yakni tarif/biaya termasuk 

rinciannya yang telah ditetapkan dan harus 

dikeluarkan dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan publik.  

    Aparatur pemerintahan 

Desa Sukolilo Barat pada 

saat pelaksannaan 

pembuatan dokumen 

yang dibutuhkan oleh 

masyarakat tidak 

dikenakan tarif/biaya 

alias gratis. Misal dalam 

pembuatan KTP/KK 

baru, pemerintah Desa 

Sukolilo akan 

mengeluarkan surat 

pengantar untuk 
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selanjutnnya diserahkan 

ke kantor Kecamatan, 

dalam pembuatan surat 

pengantar tersebut 

masyarakat tidak 

dikenakan biaya, karena 

menurut kepala Desa 

Sukolilo Baratitu semua 

sudah ada anggarannya, 

masyarakat tidak perlu 

dibebankan biaya lagi. 

    4.      Produk pelayanan, yakni hasil dari pelayanan 

baik berupa barang maupun jasa yang harus 

diberikan oleh pemberi layanan kepada 

penerima layanan sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan 

    pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat 

menyampaikan dokumen 

sebagai produk pelayanan 

publik kepada 

masyarakat yang 

membutuhkan 

    5.     Sarana dan prasarana, artinya sarana dan 

prasarana pelayanan harus tersedia dengan baik 

dan memadai, agar pelanggan atau masyarakat 

merasa nyaman ketika melakukan proses 

pelayanan. 

    Pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat memiliki 

sarana pelayanan publik 

berupa 2 (dua) unit 

komputer dan 1 (satu) 
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unit printer untuk 

pelaksanaan pelayanan 

publik, serta memiliki 

tempat pelayanan yang 

layak berupa ruangan di 

rumah Kepala Desa yang 

berfungsi sebagai Balai 

Desa dan aula sebagai 

tempat pertemuan. 

    6.     Kompetensi aparatur pemberi pelayanan, artinya 

petugas pemberi pelayanan harus mempunyai 

kemampuan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan berdasarkan pengetahuan, 

keterampilan, keahlian, perilaku, dan sikap yang 

dibutuhkan. 

    Aparatur yang ada pada 

pemerintahan Desa 

Sukolio Barat memiliki 

mempunyai kemampuan 

sesuai dengan yang telah 

ditetapkan berdasarkan 

pengetahuan, 

keterampilan, keahlian, 

perilaku, dan sikap yang 

dibutuhkan terbukti 

semua pelayanan publik 

dapat berjalan sesuai 

dengan harapan 

masyarakat. 
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Apabila memperhatikan uraian mengenai teori manajemen yang efektif 

yaitu sebuah tindakan berupa pengelolaan yang membawa hasil yang tepat serta 

membawa pengaruh pada komponen atau unsur-unsur yang terlibat didalamnya, 

hal ini telah diterapkan oleh Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. Pemerintahan 

Desa Sukolio Barat dikatakan telah menerapkan manajemen yang efektif, karena 

pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan yaitu menggunakan serta 

memanfaatkan segenap sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya lain yang ada serta memiliki tujuan yang sama sebagai kesatuan 

pemerintahan, memiliki arah dan langkah yang sama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu 

simpulan sebagai berikut: 

1. Manajemen pelayanan publik di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, 

Kabupaten Bangkalan telah berjalan dengan efektif. Dikatakan efektif, karena 

Kepala Desa pada Desa Sukolilo Barat selaku manajer telah memikirkan 

tujuan dan kegiatan pemerintahan desanya sebelum melaksanakannya. 

Kepala Desa sebagai manajer telah melakukan pengelolaan atas sumber daya 

manusia dan sumber daya bahan yang ada dan dimiliki oleh Pemerintahan 

Desa Sukolilo Barat. 

Kepala Desa Sukolilo Barat sebagai manjer pada Pemerintahan Desa Sukolilo 

Barat selalu mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya agar bekerja sebaik 

mungkin dan tepat waktu. 

Kepala Desa Sukolilo Barati sebagai manajer selama ini telah berusaha untuk 

meyakinkan bahwa Pemerintahan Desa Sukolilo Barat sebagai suatu 

organisasi bergerak dalam arah dan tujuan yang benar. 

2. Terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa 

Sukolilo Barat, tolok ukur kesuksesan dari pelayanan publiknya tidak lain 

adalah kepuasan dari warga atau masyarakat di Desa Sukolilo Barat. Rupanya 

tingkat kepuasan warga atau masyarakat cukup tinggi, dimana hampir seluruh 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

119 

 

 

 

warga atau masyarakat Desa Sukolilo Barat merasa puas dengan pelayanan 

publik Pemerintahan Desa Sukolilo Barat. 

Dengan adanya penerapan manajemen layanan publik oleh 

pemerintahan, jelas memberikan kepuasan tersendiri. Warga masyarakat di 

Desa Sukolilo Barat juga akan selalu tertib administrasi karena dengan 

kemudahan yang diberikan oleh aparat Desa Sukolilo Barat dalam pengurusan 

administrasi, warga masyarakat menjadi senang untuk melakukan pengurusan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Bagi warga masyarakat Desa Sukolilo 

Barat, sudah tidak ada lagi istilah malas datang ke kantor Desa dikarenakan 

adanya proses penyelesaian dokumen yang berbelit-belit. Untuk saat ini 

semuanya berjalan dengan tertib dan lancar serta tanpa adanya tekanan biaya 

yang harus atau diwajibkan untuk dibayar kepada aparatur Desa Sukolilo 

Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. 

 

B. Saran-saran 

Mengacu pada uraian simpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Manajemen layanan publik oleh aparat Desa Sukolilo Barat telah berjalan 

dengan baik sehingga tercapainya tujuan masyarakat desa yang damai dan 

sejahtera, seyogyanya manajemen pelayanan publik tersebut tetap 

dipertahankan, serta disosialisasikan kepada pimpinan Desa yang baru apa bila 

terjadi pergantian pimpinan Desa, agar Kepala Desa yang baru tetap 

menggunakan manajemen pelayanan publik tersebut. Aparatur pemerintahan 
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yang bertugas memberikan pelayan harus mempunyai etos kerja yang tinggi 

dan menjaga kedisiplinan, ketepatan waktu lebih diperhatikan lagi karna hal 

ini menyangkut kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan. Sebaliknya, masyarakat sebagai penerima pelayan juga harus ikut 

berperan aktif dalam proses pelayanan, ikut mengawasi serta memberikan 

masukan atau saran apabila ada petugas yang tidak melakukan tugasnya 

dengan baik. 

2. Oleh karena pemerintahan Desa Sukolilo Barat belum memiliki kantor desa 

yang tetap, seyogyanya pemerintahan desa mendirikan atau membangun 

kantor desa sehingga semakin memudahkan kinerja aparatur desa dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan 

Labang, Kabupaten Bangkalan, dan tentunya akan memudahkan pencapaian 

tujuan dari pemerintahan Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten 

Bangkalan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. 
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